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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Setelah 20 tahun pascareformasi 1998, jaminan perlindungan hak 
asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tingkat normatif semakin maju. 
Upaya penguatan pengaturan mengenai HAM tersebut antara lain 
dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan pembentukan undang-undang yang berkaitan 
dengan HAM. Jaminan terhadap HAM warga negara merupakan materi 
muatan yang mutlak tercantum dalam konstitusi suatu negara hukum 
modern.  Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
(UUD NRI) Tahun 1945 secara eksplisit telah mengatur mengenai HAM. 
Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemerintah 
bertanggungjawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan 
memenuhi HAM warga negaranya. Ketentuan-ketentuan mengenai HAM 
telah menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan 
tanpa diskriminasi.  
Di Indonesia masih banyak terjadi kasus diskriminasi. Diskriminasi 
merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan khususnya 
mengenai diskriminasi .  Konteks penulisan hukum ini, pelanggaran HAM 
ringan digunakan untuk menyebut pelanggaran HAM yang tidak termasuk 
pelanggaran HAM berat, sedangkan  yang dimaksud pelanggaran HAM 
berat meliputi genosida, agresi,  kejahatan perang dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan.   Hingga tahun 2012 terdapat 2398 kasus diskriminasi dan 
kekerasan di Indonesia (Sabrina Asril dalam 
http://nasional.kompas.com/read/2012/12/23/15154962/Lima.Kasus.Diskri
minasi. Terburuk.Pascareformasi, diakses pada Rabu 30 November 2016 
pukul 19.15 WIB.  Diskriminasi dapat terjadi kepada individu maupun 
kelompok sebagai bagian dari kesatuan masyarakat yang ada di suatu 
negara.  Negara belum mampu menciptakan suatu kondisi yang disebut 
zero discrimination. Ketidakmampuan negara dalam hal penanganan
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 terhadap diskriminasi ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus sebagai 
berikut (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam 
http://www.bantuanhukum.or.id/web/tahun- mencegah-terjadinya-
diskriminasi/, diakses pada Sabtu, 5 November 2016, pukul 10.20. WIB): 
1. Diskriminasi terhadap masyarakat Papua yang hendak 
menyatakan pendapat dan ekspresinya di depan publik. Negara 
dalam hal ini melalui aparat Kepolisian dan TNI justru melakukan 
penangkapan serta kekerasan terhadap sekelompok masyarakat 
Papua; 
2. Diskriminasi terhadap sekelompok pemuda di Tasikmalaya yang 
hendak melakukan seminar 4 (empat) Pilar Kebangsaan karena 
diancam oleh sekelompok orang intoleran; 
3. Diskriminasi terhadap sekelompok anak muda dan seniman dalam 
berekspresi dan berpikir serta berbudaya melalui pelarangan 
Festival Belok Kiri di Taman Ismail Marzuki; 
4. Diskriminasi terhadap kelompok penganut kepercayaan yang di 
daerah Jawa Barat masih belum memperoleh haknya mendapatkan 
kartu identitas sehingga mengakibatkan terhambatnya akses atas 
pemenuhan hak-hak warga negara lainnya seperti hak atas 
pendidikan, hak atas kesehatan, dan sebagainya; 
5. Diskriminasi terhadap kelompok disabilitas dengan belum 
tersedianya akses sarana-sarana layanan publik terhadap 
kelompok disabilitas yang mengakibatkan terlanggarnya hak atas 
identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran, 
hak atas identitas dan berbagai stigma negatif yang masih 
dilekatkan kepada kelompok disabilitas; 
6. Diskriminasi terhadap perempuan dengan masih dibiarkannya 
beberapa peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan 
di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan catatan Komnas 
Perempuan pada akhir tahun 2014 lalu terdapat 365 peraturan 




saat ini pemerintah masih belum bertindak secara aktif untuk 
menghapuskannya. Diskriminasi terhadap buruh perempuan 
dalam hal standar upah dan pemenuhan hak-hak maternitas serta 
kesehatan reproduksi masih marak terjadi di berbagai wilayah. 
Perempuan dipecat karena hamil maupun menyusui dengan alasan 
tidak produktif masih juga terjadi. 
Terdapat beberapa lembaga yang memiliki fungsi sebagai institusi 
penegak HAM di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut antara lain 
Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional 
Antikekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Ombudsman, Komisi 
Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi 
Inforrmasi (KI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), 
Komisi Kejaksaan, Dewan Pendidikan, Dewan Pers, Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, 
Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Nasional. Diantara lembaga-lembaga 
penegak HAM tersebut ada yang mengalami tumpang tindih kewenangan 
dan belum berfungsi secara optimal. Lebih lanjut Syafi’ie menyatakan 
bahwa hal tersebut disebabkan karena adanya permasalahan terkait 
independensi dan kewenangan kelembagaaan (M. Syafi’ie, 2012: 696). 
Beberapa lembaga masih banyak yang langsung di bawah kekuasaan 
eksekutif, sehingga sangat rentan oleh intervensi kekuasaan (M. Syafi’ie, 
2012 :701). Meskipun telah terdapat beberapa lembaga yang memiliki 
tugas untuk menjamin dan menegakkan HAM namun pada kenyataannya 
masih banyak dijumpai kasus-kasus diskriminasi di Indonesia. Hal 
tersebut memperlihatkan adanya suatu kondisi ketidakmampuan negara 
untuk mencegah maupun mengatasi permasalahan diskriminasi di 
masyarakat melalui optimalisasi peran lembaga negara yang amanat 
pembentukannya adalah untuk menjamin tegaknya HAM. Selain itu 




dilakukan. Selama ini pengawasan lebih banyak dilakukan atas inisiatif 
masyarakat dalam upaya mengurangi praktek diskriminasi yang dilakukan 
terhadap berbagai golongan masyarakat(Bappenas, 2009: 4). 
Tumpang tindihnya lembaga penegak HAM di Indonesia dan 
pelaksanaan fungsinya yang belum optimal menunjukkan perlunya suatu 
penataan kembali kelembagaan HAM di Indonesia yang salah satunya 
melalui upaya pengintegrasian kewenangan antarlembaga negara yang 
memiliki kewenangan yang hampir serupa. Upaya pengintegrasian 
lembaga penegak HAM di Indonesia dapat diintegrasikan dengan 
kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Ombudsman. Hal ini dikarenakan 
apabila ditinjau dari prespektif historis, negara-negara Skandinavia sebagai 
pelopor utama terbentuknya institusi Ombudsman di dunia dan kemudian 
diikuti oleh negara-negara di Eropa menempatkan institusi Ombudsman 
sebagai salah satu institusi penegak HAM nasional di negara-negara yang 
bersangkutan. Selain itu, pengintegrasian kewenangan dilakukan supaya 
dapat memperkuat kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini 
sejalan dengan pendapat Linda C. Reiff yang menyatakan bahwa: “some 
Ombudsmen that are national human rights institutions have been given 
stronger powers of enforcement, such as the power to make decisions, 
prosecute and refer or take cases to court or other tribunals for a judicial 
determination”(Linda C Reiff, 2000: 8). 
Kajian penelitian ini membahas mengenai lembaga Ombudsman. Di 
Indonesia lembaga Ombudsman dikenal dengan nama Ombudsman 
Republik Indonesia. Gagasan pembentukan Ombudsman Republik 
Indonesia menitikberatkan kepada terbentuknya suatu sistem pengawasan 
eksternal bagi pemerintah dalam pelayanan publik dan untuk menangani 
permasalahan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik sebagai 
penyedia layanan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan 
publik demi terciptanya good governance. Ombudsman Republik 
Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa lembaga tersebut 




Selain itu, gagasan pembentukan Ombudsman Republik Indonesia  tidak 
berkaitan dengan HAM secara menyeluruh melainkan hanya bersifat 
sektoral yaitu mengenai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang 
baik, transparan dan tidak diskriminatif. Hal ini diperkuat dengan tidak 
dicantumkannya undang-undang yang secara substansial mengatur 
mengenai HAM dalam dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Artinya, 
terdapat ide pemisahan antara penciptaan pengawasan pelayanan publik 
sebagai upaya menuju good governance dan HAM. Selain itu, 
kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia masih 
terbatas pada dikeluarkannya rekomendasi oleh Ombudsman Republik 
Indonesia dan pada praktiknya rekomendasi tersebut masih sering 
diabaikan oleh pihak-pihak terkait.  Sampai dengan tahun 2014 tingkat 
kepatuhan lembaga negara terhadap rekomendasi Ombudsman Republik 
Indonesia hanya sebesar 40 persen (Dhemas Revianto dalam 
https://m.tempo.co/read/news/2014/11/07/078620196/60-persen-lembaga-
tak-patuhi-rekomendasi-ori, diakses pada 30 November 2016 puku 17.50 
WIB). Meskipun rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia wajib 
dilaksanakan namun pada praktiknya tidak ada sanksi tegas yang mengatur 
apabila rekomendasi tidak dilaksanakan, pada umumnya sanksi hanya 
bersifat admiistratif. 
Di negara Finlandia memiliki institusi Ombudsman yang disebut The 
Parliamentary Ombudsman of Finland dimana lembaga tersebut memiliki 
tugas utuk mengawasi aparat pemerintah yang menjalankan fungsi 
pelayanan terhadap masyarakat dan mengupayakan terjaminnya 
perlindungan HAM pada kaum yang rentan terhadap terjadinya 
pelanggaran HAM maupun terjadinya suatu kondisi dimana jaminan HAM 
yang diberikan oleh negara tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara 
negara. Komitmen negara Finlandia dalam menjamin HAM serta 
menjalankan fungsi pelayanan publik dibuktikan dengan adanya 




Parliamentary Ombudsman of Finland yaitu Human Rights Center yang 
didalamnya mencakup kewajiban untuk memberikan perlindungan 
terhadap komunitas etnis minoritas dan mengupayakan terciptanya 
kesetaraan kehidupan tanpa diskriminasi. Selain itu ada pula kewajiban 
untuk yang mengupayakan kesetaraan gender antara laki-laki dan 
perempuan dalam hal pekerjaan, pelayanan publik dan mencegah 
terjadinya diskriminasi gender termasuk juga mengawasi lembaga 
perlindungan terhadap remaja dan anak dan disabilitas, perlindungan 
terhadap data pribadi dan juga pengawasan terhadap lembaga peradilan 
dan pengawasan terhadap narapidana selama menjalani pemidanaan. 
The Parliamentary Ombudsman of Finland merupakan pilar berdirinya 
institusi Ombudsman di dunia yang yang diatur dalam konstitusi 
Finlandia. The Parliamentary Ombudsman of Finland memiliki 
kewenangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan Ombudsman 
Republik Indonesia. Kewenangan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam 
The Parliamentary Ombudsman of Finland  Summary of The Annual 
Report yang meliputi pelayanan publik dan HAM. Berdasarkan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland  Summary of The Annual Report 
tersebut terdapat beberapa kewenangan yang menjamin HAM warga 
negara yang belum dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia maupun 
lembaga penegak HAM di Indonesia, misalnya: perlindungan terhadap 
perlakuan semena-mena kepada tahanan, dan proteksi data pribadi. 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis 
tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai persamaan dan perbedaan 
kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan The Parliamentary 
Ombudsman of Finland kemudian dari perbandingan tersebut digunakan 
untuk membangun gagasan konseptual mengenai  peluang hambatan dan 
implikasi integrasi kewenangan antara lembaga pengawas pelayanan 
publik dan lembaga HAM sebagai upaya untuk mengoptimalkan peranan 
Ombudsman Republik Indonesia dan memberikan solusi atas 




yang belum mampu teratasi dengan baik, maka penulis menyusun 
penulisan hukum (skripsi)  ini dengan judul “GAGASAN INTEGRASI 
KEWENENGAN OMBUDSMAN DAN LEMBAGA HAM MELALUI 
STUDI KOMPARASI KELEMBAGAAN OMBUDSMAN 
REPUBLIK INDONESIA DAN THE PARLIAMENTARY 
OMBUDSMAN OF FINLAND”  
 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
merumuskan beberapa pokok masalah yang akan di bahas, yaitu: 
1. Apa persamaan dan perbedaan kelembagaan Ombudsman Republik 
Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman of Finland? 
2. Apa urgensi integrasi kewenangan Ombudsman dan lembaga HAM di 
Indonesia? 
3. Apa saja hal-hal yang dapat menjadi peluang, hambatan dan implikasi 
penerimaan gagasan integrasi kewenangan Ombudsman dan lembaga 
HAM berdasarkan model The Parliamentary Ombudsman of Finland 
di Indonesia? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Suatu penelitian pada dasarnya selalu memiliki tujuan yang hendak 
dicapai. Tujuan penelitian harus jelas sehingga dapat memberikan arah 
dalam suatu penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kelembagaan 
Ombudsman Republik Indonesia dan The Parliamentary 
Ombudsman of Finland. 
b. Untuk menganalisis urgensi integrasi kewenangan Ombudsman 




c. Untuk menganalisis hal-hal yang dapat menjadi peluang, hambatan 
dan implikasi penerimaan gagasan integrasi kewenangan 
Ombudsman dan lembaga HAM berdasarkan model The 
Parliamentary Ombudsman of Finland di Indonesia 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar 
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
b. Untuk menambah wawasan penulis di bidang hukum tata negara 
dalam hal studi komparasi mengenai kelembagaan Ombudsman 
Republik Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman of Finland. 
c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori yang telah penulis dapatkan 
agar dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah manfaat 
dari suatu penelitian yang dilakukan. Sebuah penelitian hukum diharapkan 
dapat memberi manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum itu 
sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
pengembangan ilmu hukum  pada umumnya dan hukum tata negara 
pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 
literatur kepustakaan hukum tata negara khususnya mengenai kajian 





c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian 
sejenis berikutnya. 
2.  Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban atas 
permasalahan yang diteliti dan dapat mengembangkan penalaran 
membentuk pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengetahui 
kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama 
masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
membantu semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait 
dengan permasalahan yang diteliti. 
 
 
E. Metode Penelitian 
 
Penulisan hukum adalah suatu usaha menemukan, mengembangkan, 
dan menguji kebenaran hipotesis atau ilmu pengetahuan yang dilakukan 
dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian dapat dibedakan menjadi 
dua, yaitu penelitian doktrinal dan non doktrinal. Penulisan hukum 
merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar 
know about. Hasil yang dicapai dimaksudkan untuk memecahkan isu 
hukum yang sedang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,2014:60). 
Pemilihan metodologi penelitian merupakan faktor penting yang  dapat 
mempengaruhi keberhasilan suatu penelitian hukum. Metode yang 
digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian 
hukum doktrinal. Penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-
bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-
bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum akan 
mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai 




Marzuki, 2014:55-56). Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai 
komparasi kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai 
ilmu yang bersifat preskriptif, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, 
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-
norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar 
prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan 
aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki,2014: 69-70). 
3. Pendekatan Penelitian 
Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum, 
yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus 
(case approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan 
komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki,2014:133). Pendekatan 
penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan 
komparatif  (comparative approach), pendekatan undang-undang (statute 
approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach). 
Pendekatan komparatif (comparative approach)  yaitu salah satu cara 
yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk membandingkan 
suatu lembaga negara dari suatu sistem hukum dengan lembaga negara 
lain, melalui pendekatan komparasi dapat diperoleh unsur-unsur 
persamaan dan perbedaan antara dua lembaga negara dari dua sistem 
hukum yang berbeda tersebut.  
Pendekatan undang-undang (statute approach) dalam penelitian ini 
penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia dan Parliamentary Ombudsman Act 
(197/2002) serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan untuk 




penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual 
(conceptual approach), dalam hal ini penulis perlu merujuk prinsip-
prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-
pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Konsep hukum dapat 
diketemukan dalam undang-undang dan dan dalam putusan-putusan 
pengadilan (Peter Mahmud Marzuki,2014:178-180). Selain apa yang 
telah dikemukakan diatas, penulis juga menggunakan pendekatan sejarah 
(historical approach), dimana penulis mencantukan model 
perkembangan kelembagaan Ombudsman dari waktu ke waktu. 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Penelitian hukum bersifat preskriptif, dengan demikian penelitian 
hukum tidak diperlukan hipotesis, sehingga juga tidak dikenal istilah data 
(Peter Mahmud Marzuki,2014:59-60). Penelitian ini menggunakan bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum. Adapun 
rincian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 
peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Peter 
Mahmud Marzuki,2014:181). Adapun bahan hukum primer dalam 
penelitian ini meliputi: 
1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
2) TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah 
Kebijakan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme; 





4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnis; 
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik; 
6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia; 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan 
Ombudsman Republik Indonesia di Daerah; 
8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem 
Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik 
Indonesia; 
9) Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim 
Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman; 
10) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi 
Ombudsman Nasional; 
11) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63/KEPMEN/PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 
12) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di 
Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia; 
13) The Finland Constitution  
14) Parliamentary Ombudsman Act (197/2002). 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi yang bukan 
merupakan dokumen resmi yaitu meliputi buku-buku teks, kamus 
hukum, jurnal, dan komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud 
Marzuki,  2014: 181). Adapun bahan hukum sekunder dalam 
penelitian ini meliputi: 




2) Jurnal hukum; 
3) Artikel, bahan dari internet, dan sumber lainnya yang memiliki 
korelasi untuk mendukung penelitian ini. 
c. Bahan Nonhukum 
  Bahan nonhukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, 
ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan 
nonhukum dan jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai 
relevansi dengan topik penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 183-
184). 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan 
hukum yang berupa studi kepustakaan atau studi dokumen (library 
research) yaitu pengumpulan dan identifikasi bahan hukum yang didapat 
melalui buku referensi, karangan ilmiah, dokumen resmi, makalah, 
jurnal, media massa, internet serta bahan-bahan hukum yang memiliki 
keterkaitan dengan isu  hukum yang sedang dibahas. Kemudian bahan 
hukum tersebut disusun serta dikonstruksikan dengan sistematis (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 56). 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode 
silogisme melalui pola pemikiran deduktif. Pola berpikir deduktif 
mempunyai 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu 
hukum yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku 
dan premis minor merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam 
pelaksanaan suatu aturan hukum yang kemudian sebuuah kesimpulan 
atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90). Premis mayor 
dalam penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan mengenai 
Ombudsman, HAM maupun lembaga-lembaga penegak HAM yang ada 
di Indonesia maupun di Finlandia, sedangkan premis minor dalam 
penelitian ini adalah permasalahan berupa tumpang tindihnya lembaga 




pelanggaran HAM ringan (dalam hal ini adalah diskriminasi) dan urgensi 
dilakukan integrasi kewenangan Ombudsman dan lembaga HAM. 
 
F. Sistematika Penulisan 
 
Sistematika penulisan hukum disajikan guna memberikan gambaran 
secara keseluruhan mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai 
dengan kaidah atau aturan baku suatu karya ilmiah. Adapun sistematika 
dalam penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana setiap bab 
terbagi beberapa sub bab untuk memudahkan pemahaman terhadap 
keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum ini adalah 
sebagai berikut: 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bagian tersebut menguraikan tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelittian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Bagian tersebut membahas kajian pustaka berkaitan dengan 
judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori 
terhadap penelitian hukum. Landasan teori terdiri dari teori-teori 
yang relevan dengan penulisan hukum ini. Kerangka teori yang 
mendasari penulisan hukum ini yaitu tinjauan tentang sistem 
pemerintahan, tinjauan tentang kelembagaan negara, tinjauan 
tentang pelayanan publik Selain itu untuk memudahkan alur 
berpikir, maka dalam bab ini juga disertai kerangka pemikiran. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab tersebut menguraikan tentang hasil penelitian dan 
pembahasan yaitu berkaitan dengan persamaan perbedaan 
kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland, ulasan tentang urgensi 




di Indonesia. Selain itu juga berisi analisis penulis tentang 
peluang, hambatan dan implikasi penerimaan gagasan integrasi 
kewenangan Ombudsman dan lembaga HAM berdasarkan 
model The Parliamentary Ombudsman of Finland di Indonesia 
BAB IV PENUTUP 
Bagian akhir penulisan hukum yang berisi beberapa 
simpulan dan saran berdasarkan analisis dari hasil yang 
diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap 
pembahasan agar dapat menjadi bahan pemikiran dan 
pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga dapat 








A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Sistem Pemerintahan 
Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja 
antara lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 
Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan 
pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara umum dikenal 3 macam 
sistem pemerintahan yaitu: 
a. Sistem Pemerintahan Parlementer 
Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di 
mana hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat erat. Hal ini 
disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap 
parlemen. Maka setiap kabinet dibentuk harus memperoleh 
dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. 
Dengan demikian kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh 
menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen (Titik 
Triwulan Tutik, 2010 : 49). Parlemen memiliki wewenang dalam 
mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintahan 
dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya (Abdul Ghofar, 
2009 : 53).  
Pada sistem parlementer, jabatan kepala pemerintahan dan 
kepala negara di bedakan dan dipisahkan satu sama lain. Kedua 
jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu, pada 
hakekatnya, sama-sama merupakan cabang kekuasaan eksekutif. 
Negara yang menganut sistem parlementer diantaranya adalah 
Ingris, Belanda, Malaysia, Thailand, Jerman, India, dan Singapura. 
Ciri-ciri dalam sistem parlementer, yaitu:  
1) Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala 





2) Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang 
dipimpin oleh seorang perdana menteri. 
3) Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan dapat 
dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.  
4)  Kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari parlemen, 
karena itu dia bergantung pada parlemen. Karena posisi 
kabinet yang lemah, maka untuk mengimbangi kekuasaan, 
kabinet dapat meminta kepada kepala negara untuk 
membubarkan parlemen dengan alasan parlemen dinilai 
tidak representatif. Jika itu yang terjadi, maka dalam waktu 
yang relatif pendek kabinet harus menyelenggarakan pemilu 
untuk membentuk parlemen baru (Moh. Mahfud MD, 2001: 
74).  
Sistem Parlementer mempunyai kelebihan dan kelemahan. 
Kelebihannya adalah:  
1) Apabila ada ancaman kemandegan hubungan antara 
eksekutif dan legislatif dalam sistem parlementer selalu 
menemukan jalan keluar karena parlemen dapat membuat 
mosi terhadap eksekutif.  
2) Sistem parlementer dipandang lebih fleksibel karena tidak 
ada pembatasan masa jabatan yang pasti. Sepanjang 
parlemen masih memberikan dukungan terhadap eksekutif, 
maka eksekutif dapat terus bekerja, namun sebaliknya 
apabila parlemen tidak memberikan dukungannya, maka 
kabinet akan jatuh. Sistem ini memberikan fleksibilitas 
untuk mengubah atau mengganti pemerintahan dengan 
cepat ketika keadaan atau kegagalan eksekutif yang 
menuntut kepemimpinan baru.  
3)  Sistem parlementer lebih demokratis karena kabinet yang 
dibentuk adalah koalisi dari berbagai partai yang ada di 




Sistem Parlementer disamping mempunyai kelebihan juga 
mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah: 
1) Dalam sistem pemerintahan parlementer identik dengan 
instabilitas eksekutif. Karena adanya ketergantungan kabinet 
pada mosi tidak percaya legislatif.  
2) Pemilihan kepala eksekutif tidak dilakukan secara langsung 
oleh rakyat, tetapi oleh partai politik.  
3) Tidak adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara 
legislatif dan eksekutif. Hal ini dapat membahayakan 
kebebasan individu (Ni’matul Huda, 2011: 264).  
b. Sistem Pemerintahan Presidensial 
Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang 
terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (head 
of government) sekaligus sebagai kepala negara (head of state) 
(Jimly Assiddiqie, 2007: 311). Dalam sistem ini, badan eksekutif 
tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif. Kedudukan 
badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif 
(Ahmad Sukardja, 2014: 120). 
Sistem presidensial dapat dikatakan pemerintahan 
perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan 
kekuasaan secara tegas. Pemisahan antara kekuasan eksekutif 
dengan legislatif diartikan bahwa kekuasaaan eksekutif ini 
dipegang oleh suatu badan atau organ yang di dalam menjalankan 
tugas tersebut tidak bertanggung pada badan perwakilan rakyat. 
Badan perwakilan rakyat ini menurut Montesquieu memegang 
kekuasaan legislatif, sehingga bertugas membuat dan menentukan 
peraturan-peraturan hukum. Dengan demikian, pimpinan badan 
eksekutif ini diserahkan kepada seseorang yang di dalam hal 
pertanggung jawabannya sifatnya sama dengan badan perwakilan 
rakyat, yaitu bertanggung jawab langsung kepada rakyat, jadi tidak 




badan eksekutif adalah bebas dari badan perwakilan rakyat. 
Presiden dalam arti yang sebenarnya dalam menjalankan tugasnya 
presiden dibantu oleh menteri-menteri. Oleh karena itu, menteri 
harus bertanggung jawab kepada presiden, dan menteri tidak 
bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Badan 
perwakilan rakyat tidak bisa memberhentikan presiden atau 
menteri, meskipun badan perwakilan tidak menyetujui kebijakan-
kebijakan para menteri tersebut. Jadi, yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tugas yang diberikan presiden kepada menteri adalah 
presiden sendiri (Ni’matul Huda, 2013: 253-254). 
Dalam konsep sistem presidensial yang utama adalah 
bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif adalah 
sama kuat. Untuk lebih jelasnya berikut ciri-ciri sistem 
presidensial. Ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam 
sistem Presidensial adalah: (a) Kepala negara menjadi kepala 
pemerintahan (eksekutif); (b) Pemerintah tidak bertanggung jawab 
kepada parlemen, namun bertanggung jawab langsung kepada 
rakyat yang berdaulat; (c) Menteri-menteri diangkat dan 
bertanggung jawab kepada Presiden; (d) Eksekutif dan legislatif 
sama-sama kuat;  (e) Anggota Parlemen tidak boleh menduduki 
jabatan eksekutif dan begitu pula sebaliknya; (f) Presiden tidak 
dapat membubarkan atau memaksa parlemen; (g) Presidensial 
berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan 
eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi (Jimly Assiddiqie, 
2007 : 316).  
Sistem pemerintahan presidensial menegaskan bahwa harus 
ada pemisahan kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan 
pemerintahan. Apabila ternyata di kemudian hari ada perselisihan 
antara badan eksekutif dan legislatif, maka badan yudikatif akan 
memutuskannya (Ni’matul Huda, 2013: 254). Keberadaan sistem 




adalah bahwa sistem presidensial lebih menjamin stabilitas 
pemerintahan. Sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung 
menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat 
berpengaruh karena kekuasaannya cukup besar. Oleh karena itu, 
diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak 
negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem 
presidesial tersebut (Jimly Assiddiqie, 2006: 75).  Secara umum 
sistem presedensial mempunyai tiga kelebihan dan tiga 
kekurangan. Kelebihannya adalah:  
1) Stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan 
presiden.  
2) Pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat 
dipandang lebih demokratis dari pada pemilihan tidak 
langsung.  
3) Pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi 
(perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah). 
(Ni’matul Huda, 2013: 255-256) 
Sistem presidensial disamping mempunyai kelebihan juga 
menpunyai kelemahan. Kelemahannya adalah:  
1) Kemandegan atau konflik eksekutif-legislatif bisa berubah 
menjadi jalan buntu, adalah akibat dari koeksistensi dari 
dua badan independen yang diciptakan oleh pemerintahan 
presidensial yang mungkin bertentangan.  
2) Masa jabatan presiden yang pasti menguraikan periode-
periode yang dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan, 
sehingga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan 
berbagai penyesuaian yang dikehendaki oleh keadaan.  
3) Sistem ini berjalan atas dasar aturan “pemenang menguasai 
semua” yang cenderung membuat politik demokrasi 
sebagai sebuah permainan dengan semua potensi 




c. Sistem Pemerintahan Campuran 
Sistem pemerintahan campuran atau quasi adalah sistem 
pemerintahan di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur sistem 
pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer 
tercampur dan ciri-ciri kedua sistem tersebut sama-sama di 
anut.109 Dalam sistem pemerintahan campuran berupaya 
mencarikan titik temu antara sistem pemerintahan presidensial dan 
sistem pemerintahan parlementer. Fungsi ganda presiden 
sebagaimana dalam sistem pemerintahan presidensial tetap 
dipertahankan. Namun sebagai kepala pemerintahan, presiden 
berbagi kekuasaan dengan perdana menteri yang menimbulkan 
dual executive system  (Saldi Isra, 2010: 48). 
Negara-negara yang menganut sistem campuran ini, ada 
yang menonjol sifat presidensialnya, sehingga dinamakan quasi 
presidensil, seperti yang dipraktikkan di Republik Perancis 
mempunyai Presiden dan Perdana Menteri sekaligus, Presiden 
bertindak sebagai kepala Negara yang dipilih langsung oleh 
rakyat, sedangkan perdana menteri diangkat oleh presiden dari 
partai politik atau gabungan partai politik yang menguasai kursi 
mayoritas di parlemen. Dalam sistem ini, yang lebih utama adalah 
presiden, sehingga dapat dikatakan bahwa elemen sistem 
palementer dicangkokkan ke dalam sistem sistem presidensil. 
Karena itu, pada pokoknya sistem ini dapat juga disebut sebagai 
sistem quasi paresidensil (Jimly Assiddiqie, 2007: 317). 
Ada juga yang lebih menonjol sifat parlementernya 
sehingga dinamakan quasi parlementer. Seperti yang di praktikkan 
di Jerman, India, dan Singapura, di negara-negara ini yang lebih 
menonjol adalah sistem parlemeternya. Di Singapura, ciri yang 
utamanya adalah sitem pemerintahan parlementer dengan 




presiden dan perdana menteri, akan tetapi kedudukan presiden 
hanya simbolik (Jimly Assiddiqie, 2007: 319). 
d. Sistem Pemerintahan Referendum 
Sistem pemerintahan referendum adalah sebuah sistem 
pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap 
badan legislatif atau sistem Swiss (Ni’matul Huda, 2013 : 267). 
Dalam sistem referendum parlemen tunduk kepada kontrol 
langsung oleh rakyat (Abu Daud Busroh, 2011 : 63). 
Di dalam sistem pemerintahan referendum, badan eksekutif 
merupakan bagian dari badan legislatif. Di Swiss badan eksekutif 
di sebut bundesrat (badan bekerja legislatif) sedangkan legislatif 
disebut bundesversammlung. Dalam sistem ini, badan legistif 
membentuk sub badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas 
pemerintah (Moh. Mahfud MD, 2001: 75). Lembaga eksekutif 
(bundesrat) adalah badan pekerja dari lembaga legislatif 
(bundesversammlung) yang dibentuk oleh lembaga legislatif 
sebagai pelaksana tugas pemerintah. Kontrol terhadap lemabaga 
legislatif dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui 
lembaga referendum.  
Dengan demikian apabila eksekutif dalam menjalankan 
tugas atau kebijakannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki 
oleh legislatif, maka eksekutif tidak mempunyai kebebasan lagi 
untuk meneruskan apa yang menjadi kehendaknya, atau tidak 
sama sekali bekerja, melainkan eksekutif harus mengubah 
sikapnya dan harus menjalankan apa yang menjadi kehendak 
legislatif (Soehino, 1986 : 255). 
2. Tinjauan tentang Lembaga Negara 
Lembaga negara kerap dipersamakan dengan organisasi negara. 
Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur 
pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk 




bentuknya (inggris : form, Jerman: vorm ), sedangkan functie adalah 
gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya (Jimly Assiddiqie, 
2012 : 84). Lembaga negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam 
sebuah negara. Keberadaan lembaga negara menjadi penunjang sistem 
ketatanegaraan. Dalam banyak istilah yang digunakan istilah lembaga atau 
organ negara mengandung pengertian yang secara teoritis dapat mengacu 
pada pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the State Organ. 
Hans Kelsen menguraikan bahwa Who ever fulfills a function determined 
by the legal order is an organ (siapa saja yang menjalankan suatu fungsi 
yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) merupakan suatu 
organ (Nurainun Mangunsong, 2010 : 151). 
Subjek yang disebut organ atau lembaga negara dalam pengertian 
luas tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk 
organik, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut 
organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (norm 
creating) atau bersifat menjalankan norma (norm applying).Definisi dan 
pengertian tentang lembaga negara sangat beragam, tidak lagi bisa hanya 
dibatasi pada tiga lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam 
naskah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang 
dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang 
disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ negara 
yang disebut baik namanya maupun fungsinya atau kewenangannya akan 
diatur dengan peraturan yang lebih rendah ( Nurainun Mangunsong, 2010 : 
151). 
Istilah-istilah organ, lembaga, badan, dan alat perlengkapan itu 
seringkali dianggap identik karena itu sering saling dipertukarkan. Akan 
tetapi satu sama lain sebenarnya dapat dan memang perlu dibedakan, 
sehingga tidak membingungkan. Untuk memahaminya secara tepat, maka 
tidak ada jalan lain kecuali mengetahui persis apa yang dimaksud, dan apa 





Secara konseptual, tujuan diadakan lembaga lembaga negara atau 
sering disebut alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan 
fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara actual. 
Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan 
proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka 
menyelenggarakan fungsi negara atau istilah yang sering digunakan Prof. 
Sri Soemantrii adalah actual governmental process. Jadi, meskipun dalam 
prakteknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa 
berbeda, secara konsep lembaga-lembaga negara tersebut harus bekerjadan 
memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan 
untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis 
mewujudkan tujuan negara jangka panjang (Firmansyah Arifin, 2005: 32). 
Di tingkat pusat, kita dapat membedakan dalam empat tingkatan 
kelembagaan,yaitu :  
1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan 
ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan 
Pemerintahan, Peraturan Presiden, dan keputusan presiden; 
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang 
diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan peraturan 
pemerintahan, peraturan presiden, dan keputusan presiden; 
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintahan 
atau peraturan presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan 
keputusan presiden; 
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri yang 
ditentukan lebih lanjut dengan keputusan menteri atau keputusan 
pejabat dibawah menteri (Ni’matul Huda, 2007 : 89-90) 
Pemerintah juga memunculkan inovasi-inovasi baru denganmelahirkan 
komisi-komisi negara sebagai upaya untuk menjawab tuntutan kebutuhan 
masyarakat melalui pembentukan lembaga negara baru diluar cabang 
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Menurut Muchlis Hamdi, setiap negara 




yakni mewujudkan tujuan Negara. Menurut Sri Soemantri, tujuan negara 
dewasa ini semakin kompleks. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak 
hanya dapat dicapai dengan lembaga utama (Main State`s Organ), tetapi 
diperlukan lembaga-lembaga penunjang (Auxiliary State`s Organ). 
Menurut Muchlis Hamdi, hampir semua negara memiliki lembaga yang 
dapat disebut sebagai “auxiliary state`s bodies” (Muchlis Hamdi, 2007: 1). 
Menurutnya, lembaga ini umumnya berfungsi untuk mendukung lembaga 
negara utama.  Auxiliary state`s organ dapat dibentuk dari fungsi lembaga 
negara utama yang secara teori menjalankan tiga fungsi, yakni legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif. Pembentukan organisasi pendukung ini, menurut 
Muchlis Hamdi, dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang 
menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, juga terdapat lembaga negara 
independen kewenangannya dapat bersumber dari arahan konstitusi negara 
atau kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan umumnya dibentuk 
berdasarkan undang-undang (Muchlis Hamdi, 2007: 5). 
Atas kemunculan lembaga-lembaga negara baru itu, Jimly Asshiddiqie 
mengklasifikasikannya ke dalam dua kriteria, yakni (1) kriteria hierarki 
bentuk sumber normatif yang menentukan  kewenangannya, dan (2) 
kriteria fungsinya yang bersifat utama atau penunjang. Jika dilihat dari 
kriteria hierarki, Jimly Asshiddiqie mengelompokan lembaga-lembaga 
baru itu menjadi tiga. 
a) Organ-organ lapis pertama yang disebut denganlembaga tinggi 
negara yakni: Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, 
BPK. Seluruh lembaga tersebut mendapatkan kewenangan dari UUD. 
b) Organ-organ lapis kedua disebut dengan lembaga negara, yakni 
menteri negara, TNI, kepolisian negara, KY, KPU dan BI. 
Lembagalembaga tersebut ada yang mendapatkan kewenangan dari UUD 
dan ada pula yang mendapatkan kewenangan dari undang-undang. 
c) Organ-organ lapis ketiga adalah organ negara yang sumber 
kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah 




kriteria fungsi, lembaga negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu lembaga 
negara yang bersifat utama dan yang bersifat sekunder atau penunjang 
(Jimly Asiddiqie, 2012: 110) . 
Alasan yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga negara pembantu, 
yakni: 
1. The need to provide cultural or personal service supposedly free from 
the risk of political interference. 
2. The desirability of non-political regulation of markets. 
3. The regulation of independent professions such as medicine and the 
law.  
4. The provision of technical service 
5. The creations of informal judicial machinery for setting disputes 
(John Alder, 1989: 232) 
Selain itu, menurut Alder berdasarkan kedudukan hukumnya lembaga 
tersebut dapat dibagi kedalam 5 (lima) klasifikasi, yakni: 
1. Most are statutory and have separate legal identity. Their powers 
and duties depend entirely on the particular statute. 
2. Some are created by administrative actions. 
3. Some are created by contract agreement within an organisation. 
4. Some are entirely voluantary creations whose members have non 
special legal status and who depend upon either consent or back 
government. 
5.  Some are ordinary companies in which the government has 
acquired substantial shareholdings (John Alder, 1989: 235). 
3. Tinjauan tentang Pelayanan Publik 
a. Definisi Pelayanan Publik 
Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi 
dalam interaksi langsung antar seorang dengan orang lain atau mesin 
secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Sampara Lukman, 
2000 : 8). Istilah public maupun privat berasal dari bahasa latin, 




masyarakat sebagai bangsa berhadapan dengan negara), sedangkan 
privat berarti “set a part” (bagian terpisah dari rakyat atau 
masyarakat), dengan demikian, istilah public dapat disimpulkan 
sebagai kumpulan orang atau manusia dalam hubungannya dengan dan 
atau kapasitasnya selaku penyandang kepentingan komunal dari 
kewarganegaraan suatu negara. Adapun istilah private menunjuk pada 
orang perorang dalam kapasitas individu berhadapan dengan individu 
yang lain (Sugiyanto, 2004: 63-64). 
Pamudji mendefinisikan pelayanan publik adalah berbagai kegiatan 
yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang 
dan jasa-jasa (Husni Thamrin, 2013: 28). Pendapat tersebut 
bersesuaian dengan definisi pelayanan publik menurut Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang 
menyatakan bahwa: 
“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik.” 
 
b. Klasifikasi Pelayanan Publik 
Klasifikasi  pelayanan publik ke dalam dua jenis yaitu:  
4) Pelayanan Publik 
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
5) Pelayanan Umum 
Pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik selain 
pelayanan kebutuhan dasar juga harus memberikan pelayanan umum 




a) Pelayanan Administratif 
Pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen 
yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pembuatan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta 
Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya. 
b) Pelayanan Barang 
Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang 
yang menjadi kebutuhan publik, misalnya jaringan telepon, 
penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih. 
c) Pelayanan Jasa 
Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang 
dibutuhkan publik, misalnya pendidikan tinggi dan menengah, 
pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraam transportasi, jasa 
pos, sanitasi lingkungan, persampahan, drainase, jalan dan 
trotoar, penanggulangan bencana, pelayanan sosial (asuransi 
atau jaminan sosial atau social security) Mahmudi (2007 : 214-
217) 
c. Asas-asas Pelayanan Publik 
Secara umum pedoman pelaksanaan norma-norma pelayanan 
publik tersebut dapat didasarkan pada asas-asas yang relevan 
digunakan dalam rangka pelayanan publik dengan mendasarkan pada 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63/KEPMEN/PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik. Selanjutnya mengenai penjelasan asas-asas 
penyelenggaraan  pelayanan publik yang baik adalah sebagai berikut 
(Mahmudi,2007:234) 
1) Transparansi 
Asas ini menghendaki adanya sifat terbuka, mudah dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 





Asas ini menghendaki bahwa dalam pelayanan publik harus dapat 
dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
3) Kondisional 
Asas ini dimaksudkan dalam pelayanan publik harus sesuai dengan 
kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas; 
4) Partisipatif 
Asas ini diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan 
aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; 
5) Kesamaan Hak 
Asas ini menghendaki adanya perlakuan yang tidak diskriminatif 
dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan 
status ekonomi; 
6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan 
kewajiban dari masyarakat dan pemerintah.  Pemberi dan penerima 
pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing 
pihak. 
Asas-asas pelayanan publik diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: 
a) Kepentingan umum;  
b) Kepastian hukum; 
c) Kesamaan hak; 
d) Keseimbangan hak dan kewajiban; 
e) Keprofesionalan; 
f) Partisipatif; 






j)Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok tertentu; 
k) Ketepatan waktu; dan 
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Konsep negara hukum modern memberikan konsekuensi bahwa negara 
memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakatnya. Hal ini sejalan 
dengan dianutnya pemikiran welfare state atau negara kesejahteraan dimana 
negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan 
masyarakatnya. Jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut salah satunya 
diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan oleh pemerintah kepada 
masyarakat atau yang disebut sebagai pelayanan publik, dimana pelayanan publik 
merupakan suatu kewajiban dari negara. Hal tersebut membawa implikasi bahwa 
pemenuhan atas pelayanan publik merupakan hak warga negara dan harus 
berdasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan publik.  
Pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia berpotensi terjadi tindakan 
kesewenang-wenangan atau maladmistrasi dari pejabat negara kepada pengguna 
pelayanan publik atau warga negara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme 
pengawasan eksternal yang bersifat independen yang disebut Ombudsman 
Republik Indonesia. Keberadaan lembaga ini memberikan peluang bagi warga 
negara untuk melaporkan tindakan-tindakan pejabat sebagai wakil negara dalam 
menyediakan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku meskipun pada pelaksanaannya kewenangan Ombudsman 
Republik Indonesia masih terbatas. Hal ini dibuktikan dengan bentuk produk 
hukum yang dapat dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia berupa 
rekomendasi yang dalam pelaksanaannya tidak semua rekomendasi tersebut 
digunakan dan tidak ada sanksi apabila suatu lembaga pelaksana pelayanan publik 
tidak melaksanakan hal-hal yang direkomendasikan oleh Ombudsman Republik 
Indonesia. 
Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah masih banyak  
terjadi pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan yang dimaksud dapat 




maupun kelompok-kelompok rentan diskriminasi. Di sisi lain, Indonesia memiliki 
beberapa lembaga yang kewenangannya berkaitan dengan HAM baik secara 
sektoral maupun secara menyeluruh. Banyaknya lembaga tersebut apabila tidak 
dikelola dengan baik dapat menimbulkan suatu permasalahan yang berupa 
tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara. 
Penulis melakukan penelitian dengan pendekatan komparatif sebagai salah 
satu cara untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. The 
Parliamentary Ombudsman of Finland merupakan lembaga Ombudman negara 
Finlandia yang kewenangannya meliputi pengawasan terhadap pelayanan publik 
dan lembaga yang memiliki kewenangan terkait pelaporan terhadap pelanggaran 
HAM ringan. Kedudukan The Parliamentary Ombudsman of Finland dalam 
sistem ketatanegaraan Finlandia merupakan lembaga yang kuat karena memiliki 
landasan pembentukan yang berupa konstitusi dan kewenangan yang luas yaitu 
sebagai lembaga yang menjadi pilar penegakan HAM dan pengawas pelayanan 
publik. 
Jika dibandingkan antara Indonesia dan Finlandia terdapat beberapa 
kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik dan pengawasan terhadap HAM 
di Indonesia yang selama ini tersebar di berbagai lembaga merupakan 
kewenangan yang terintegrasi dalam The Parliamentary Ombudsman of Finland. 
Hal ini merupakan gagasan yang dapat digunakan sebagai solusi untuk 
menyederhanakan jumlah lembaga negara yang ada di Indonesia melalui studi 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Persamaan dan Perbedaan Kelembagaan Ombudsman Republik 
Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman of Finland 
Istilah “Ombudsman” berasal dari bahasa Swedia yang memiliki 
arti “perwakilan”. Pada mulanya institusi Ombudsman dikenal di Swedia, 
kemudian satu setengah abad terakhir ini sistem Ombudsman menyebar ke 
berbagai penjuru dunia. Namun demikian, sebenarnya Swedia bukanlah 
negara pertama yang membangun sistem pengawasan Ombudsman. Pada 
zaman Romawi telah terdapat institusi ”Tribunal Plebis” yang tugasnya 
hampir sama dengan Ombudsman yaitu melindungi hak masyarakat lemah 
dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan. Model yang 
demikian juga dapat dijumpai pada Kekaisaran Cina Dinasti Tsin tahun 
221 SM (Setiajeng Kadarsih, 2010 : 177). Lembaga yang didirikan pada 
masa Dinasti Tsin tersebut bernama Control Yuan atau Gensorate yang 
bertugas melakukan pengawasan terhadap pejabat-pejabat kekaisaran 
(pemerintah) dan sebagai perantara bagi masyarakat yang ingin 
menyampaikan aspirasi, laporan atau keluhan kepada Kaisar.  Pada masa 
kekhalifahan Umar Bin Khathab (634-644 M) konsep Ombudsman 
diidentifikasi melalui kedudukannya sebagai muhtasib (orang yang 
menerima keluhan) kemudian membentuk Qadi al Quadat (Ketua Hakim 
Agung) dengan mandat khusus melindungi masyarakat dari tindakan 
sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah (Ayu 
Desiana, 2013 : 177).  
Bengt Wislander menyatakan bahwa ide pelembagaan Ombudsman 
datang dari keputusan Raja Charles XII (1697-1718) dengan membentuk 
Office of The King‟s Highest Ombudsman. Keputusan Raja Charles XII ini 
terpengaruh oleh sistem Turkish Office of Chief Justice (Chief Justice). 
Pada sistem ketatanegaraan Turki, Chief Justice sangat berperan 
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara guna menjamin 




Sultan sebagai pemimpin tertinggi. Chief Justice di Turki juga bertugas 
melindungi hak-hak rakyat yang diperlakukan tidak adil oleh penguasa. 
Keberadaan Chief Justice berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam 
sistem ketatanegaraan Turki, mekanisme chek and balance ini yang 
menginisiasi Raja Charles XII membentuk Highest Ombudsman di 
Swedia. Pembentukan Highest Ombudsman oleh Raja Charles XII dapat 
dinilai sebagai kerelaan raja membuka ruang pengawasan oleh masyarakat 
terhadap jalannya roda pemeritahan, serta Raja itu sendiri rela diawasi oleh 
masyarakat. Setelah Raja Charles wafat, Highest Ombudsman, berganti 
nama menjadi The Offce of Chancellor of Justice (Chancellor of Justice), 
yang dipilih oleh Tuan Tanah (Estate), yang kemudian selanjutnya 
mengalami perubahan yaitu dipilih oleh parlemen, yang bertugas antara 
lain menjamin hak-hak publik, perlidungan individu, serta mengawasi 
ketaatan hakim dan pejabat negera terhadap hukum, mencegah dan 
menindak maladministrasi. (Setiajeng Kadarsih, 2010 : 178). Contoh dari 
negara-negara di atas menunjukkan bahwa keberadaan lembaga yang 
berfungsi menjalankan mandat untuk pengawasan dan menerima keluhan 
masyarakat sudah ada sejak dahulu, hanya saja Swedia adalah negara yang 
pertama kali memasukkan pengaturan mengenai Ombudsman dalam 
konsitusinya. Saat ini, Ombudsman telah berkembang dan menjadi 
kecenderungan ketatanegaraan sebagai pilar demokrasi dan perlindungan 
terhadap HAM dimana lebih dari 140 negara telah memilikinya. Secara 
internasional, tidak kurang 65 negara kini memiliki lembaga Ombudsman 
yang keberadaannya bahkan diatur dalam konstitusi (Anis Septiana, 2014 : 
53). 
Jenis -jenis Ombudsman dapat diidentifikasi dari beberapa sudut 
pandang (Budhi Masturi, 2005: 6): 
1) Ombudsman menurut kurun waktu pembentukannya Ombudsman 
dapat dibedakan menjadi 2 ( dua ) yaitu : 




Ombudsman klasik dapat ditelusuri dari sejarah terbentuknya 
Ombudsman yang pertama kali oleh Raja Charles XII di 
Swedia yang membentuk Highest Ombudsman, kemudian 
adanya Chief Justice di Turki, Control Yuan di China, serta 
Qadi Al Quadat di zaman Khalifah Umar. 
b) Ombudsman Modern 
Ombudsman modern berdiri sejak tahun 1953 di Denmark, 
tahun 1962 di New Zealand serta Ombudsman Parlementer 
Swedia yang dibentuk menggantikan Chancellor of Justice 
yang pada dasarnya dikategorikan ke dalam Ombudsman 
modern. 
2) Ombudsman menurut mandat dan mekanisme 
pertanggungjawabaannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 
a) Ombudsman Parlementer 
Ombudsman Parlementer adalah lembaga Ombudsman yang 
anggotanya dipilih oleh parlemen dan bertanggungjawab pada 
parlemen, contohnya Ombudsman Swedia, Ombudsman 
Finlandia dan  Ombudsman Denmark, dan sebagainya. 
b) Ombudsman Eksekutif 
Ombudsman Eksekutif adalah adalah lembaga Ombudsman 
yang anggotanya dipilih oleh Presiden, Perdana Menteri atau 
Kepala Daerah dan bertanggungjawab pada Presiden, Perdana 
Menteri atau Kepala Daerah, contohnya Ombudsman 
Indonesia dan Commonwealth Ombudsman of Australia. 
3) Ombudsman menurut jenis isu dan institusi yang membentuk dapat 
dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 
a) Ombudsman Publik 
Ombudsman Publik adalah Ombudsman yang dibentuk oleh 
institusi publik untuk mengawasi proses pemberian pelayanan 
umum bagi masyarakat sebuah negara dan  dibentuk oleh 




contohnya Ombudsman Indonesia, Ombudsman Polisi Irlandia 
Utara, Ombudsman Thailand, dan sebagainya. 
b) Ombudsman Swasta 
Ombudsman Swasta adalah Ombudsman yang dibentuk oleh 
institusi swasta untuk mengawasi proses pelayanan umum 
perusahaan swasta terhadap konsumennya, contohnya 
Ombudsman Asuransi, Ombudsman Perbankan, Ombudsman 
Real Estate, dan sebagainya. 
c) Ombudsman Hybrid 
Ombudsman Hybrid adalah Ombudsman yang dibentuk oleh 
swasta atas mandat yang diberikan negara untuk mengawasi 
proses pelayanan umum di sektor swasta. Pada dasarnya 
Ombudsman ini adalah Ombudsman Swasta, akan tetapi 
keberadaannya diamanatkan oleh negara dalam Undang-
Undang tertentu, contohnya Ombudsman Pers di Swedia, 
meskipun pembentukannya dilakukan oleh institusi pers tetapi 
dibentuk atas perintah Undang-Undang. 
4) Ombudsman menurut batas wilayah yurisdiksinya dibedakan 
menjadi 3 (tiga) yaitu: 
a) Ombudsman Nasional  
Ombudsman Nasional adalah lembaga Ombudsman yang 
wilayah kerjanya mencakup seluruh wilayah negara dimana 
Ombudsman itu berada. Contohnya Ombudsman Republik 
Indonesia, Commonwealth Ombudsman Australia, 
Ombudsman Nasional Filipina, dan sebagainya. 
b) Ombudsman Daerah 
Ombudsman Daerah adalah lembaga Ombudsman  yang 
wilayah kerjanya hanya terbatas pada satu daerah tertemtu di 
sebuah negara, biasanya dalam level Provinsi, Kabupaten/Kota 
maupun Negara Bagian. 




Ombudsman Multinasional adalah lembaga Ombudsman  
yang wilayah kerjanya sekaligus mencakup beberapa negara. 
Ombudsman ini dibentuk atas kesepahaman masing-masing 
Negara akan perlunya membangun sistem pengawasan 
bersama dalam proses pelayanan umum tertentu. Contoh: 
Ombudsman Eropa yang dibentuk oleh Negara-Negara di 
Eropa. 
Adanya perbandingan hukum mempengaruhi perkembangan 
kelembagaan Ombudsman di berbagai negara di dunia.  Hal ini diperkuat 
dengan tulisan Linda C Reif (2011:16),  yang menyatakan bahwa: 
“Comparative law influences are also instructive as a distinct force in the 
human rights Ombudsman evolution. In particular, the legal transplant 
and adaptation concepts are useful in understanding the institution‟s 
development”.  
Perkembangan kelembagaan Ombudsman erat kaitannya dengan HAM. 
Semakin modern suatu model lembaga Ombudsman di suatu negara maka 
peranan Ombudsman dalam menjamin terpenuhinya HAM semakin besar. 
Terdapat 6 (enam) model Ombudsman dilihat dari tingkatan keterlibatan 
Ombudsman dalam perlindungan HAM.  Enam model lembaga 
Ombudsman tersebut sebagaimana ditulis oleh Beni Y.T. Tai (2010:2-5), 
yang menyatakan bahwa: 
The first Ombudsman and Human Rights Models (OHRM)  is a 
variation of the classical Ombudsman model or may even be 
just another description of the classical model from a different 
perspective. The classical Ombudsman model has the general 
and core jurisdiction over administrative  conduct and the 
main type of administrative wrongs under its supervision are 
acts of maladministration, administrative unfairness and 
noncompliance with the law.  
The second OHRM is a variation of the first but the difference 
between the two may be very fine. Under both models, there is 
no express and direct reference point for the Ombudsman to be 
connected to the protection of human rights. However, the 
relevance of human rights under the second OHRM does not 




rights is considered to be an intrinsic element of “good 
administration”.  In some cases, the Ombudsman may have 
jurisdiction over discriminatory actions. 
The Third Model is that the Ombudsman more explicitly refers 
to national and international bill of rights in exercising its 
powers to deal with maladministration. The notion of human 
rights is not a concept subsumed in the concept of good 
administration. Human rights principles will be referred to in 
interpreting the empowering laws of the Ombudsman as well 
as the constitutional, statutory and administrative standards 
that public officials are required to conform with though she 
still will not apply the human rights principles directly to 
scrutinize all administrative acts and decision.  
The fourth model as ombudsmen gradually engage in a wider 
range of activities for the protection of human rights, the 
distinction between the two offices are more blurred. One 
major difference between the two may be that Ombudsman 
concerns mainly with fairness and legality in public 
administration but national human rights institutions will often 
concern themselves with the actions of private bodies and 
individuals as well as of the government.  
The fifth OHRM is explicitly granted with a human rights 
mandate through legislation or constitutional provisions. In 
addition to the classical jurisdiction, the office of Ombudsman 
is directly vested with the authority to investigate into 
infringement of human rights. 
The sixth OHRM is a more recent creation arising out of the 
specific needs of new democratic states which have been under 
totalitarian rule for some time.  The core business of the fifth 
OHRM may still be maladministration though it has the 
constitutional and legal authority to deal with human rights 
violation. However, the core business and the main purpose of 
establishing the sixth OHRM are for the protection human 
rights.” 
Keterkaitan Ombudsman modern dengan HAM pada umumnya 
dilatarbelakangi oleh kondisi sejarah. Namun demikian, ada pula jenis 
Ombudsman klasik yang yang dalam pendirian lembaga Ombudsman 
tersebut telah memiliki kewenangan sebagai institusi nasional yang 
bergerak di bidang HAM. Hal ini sesuai dengan ulasan Milan Remac 
(2013:68),  yang menyatakan bahwa:  
“Compliance with human rights as the most important 
assessment standard and model behaviour is mainly connected 




established after the fall of authoritative or undemocratic 
communist regimes.... similar connections between human 
rights and „older‟ Ombudsman generations can also be found 
in other Ombudsman systems. For instance, a connection with 
human rights is visible in the approaches of the European 
Ombudsman, the Finnish Parliamentary Ombudsman, the 
Belgian Federal Ombudsman or the Norwegian Parliamentary 
Ombudsman (SivilOmbudsman) etc.” 
 
Berkaitan dengan fungsi utama didirikannya lembaga Ombudsman 
di berbagai negara di dunia,  Mirlinda Batali (2015:232) menyatakan 
bahwa :”One of the key functions of the Ombudsman is to exercise control 
over the activity of the state authorities by considering citizens‟ complaints 
against the actions of bodies or their officials who breach human and 
citizens‟ rights and freedoms”. Selanjutnya, dalam melaksanakan fungsi 
utamanya tersebut ditambahkan oleh Mirlinda Batali (2015:1) bahwa 
Ombudsman memiliki beberapa tugas utama. Tugas tersebut antara lain:  
“to conduct investigations, to provide recommendations, to have the 
violated rights restored and submit proposals on amending legislation or 
revising the unlawful administrative practices of the bodies of state 
authorities”. 
Ombudsman di berbagai negara di dunia memiliki variasi perbedaan 
antarinstitusi satu sama lain, baik secara nomenklatur, tugas, kedudukan, 
fungsi dan wewenang. Akan tetapi, ada kriteria tertentu yang menyatakan 
bahwa untuk dapat disebut sebagai institusi Ombudsman harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut, sebagaimana dinyatakan oleh Dean M Goetehrer 
(2009:3): 
1) it is created by enactment of a legislative body whether or 
not it is also provided for in a Constitution; 
2)  its role is to protect any person or body of persons 
against maladministration, violation of rights, unfairness, 
abuse, corruption, or any injustice caused by a public 
authority; 
3) it does not receive any direction from any public 
authority which would compromise its independence and 
performs its functions independently of any public 




4)  it has the necessary powers to investigate complaints by 
any person or body of persons who considers that an act 
done or omitted, or any decision, advice or 
recommendation made by any public authority within its 
jurisdiction  
5)  it has the power to make recommendations in order to 
remedy or to prevent any of the conduct, and, where 
appropriate, to propose administrative or legislative 
reforms for better governance; 
6)  it is held accountable by reporting publicly to the 
Legislature or other appropriate authority; 
7)  its jurisdiction is national, regional or local; 
8) its jurisdiction applies to public authorities generally or 
is limited to one or several public authorities, or to one or 
several public sectors; and 
9) its incumbent or incumbents are appointed or elected, 
according to the relevant legislative enactment, for a 
defined period and can only be dismissed, for cause, by 
the legitimate and competent authorities. 
 
1. Lembaga Ombudsman di Indonesia 
Keberadaan lembaga Ombudsman di Indonesia saat ini dikenal 
dengan nama Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik 
Indonesia merupakan lembaga pengawas eksternal dalam hal 
pengawasan terhadap pelayanan publik. Pengawasan merupakan suatu 
unsur yang esensial dalam suatu negara, khususnya untuk mengatasi 
terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara. 
Sebelum dikenal lembaga Ombudsman, fungsi pengawasan telah 
dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang telah ada sebelumnya. 
Lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan ada  yang bersifat 
struktural maupun fungsional. Lembaga-lembaga tersebut antara lain: 
Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank 
Indonesia, Inspektorat Jenderal dan sebagainya. Meskipun telah 
banyak dikenal lembaga pengawasan yang ada di Indonesia sebelum 
lahirnya institusi Ombudsman, namun hal tersebut menunjukkan 
pentingnya keberadaan lembaga Ombudsman di suatu negara yang 





a. Lembaga Pengawas Struktural sebagaimana selama ini 
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal jelas tidak mandiri karena 
secara organisatoris merupakan bagian dari kelembagaan atau 
departemen terkait. Dalam menghadapi dan ataupun 
menindaklanjuti laporan sangat ditentukan oleh atasan. 
Lagipula pengawasan yang dilakukan bersifat intern artinya 
kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pengawasan 
hanya mencakup urusan institusi itu sendiri. 
b. Lembaga Pengawas Fungsional meskipun tidak bersifat intern 
namun substansi atau sasaran pengawasan terbatas pada aspek 
tertentu terutama masalah keuangan. Lagipula aparat pengawas 
fungsional pada umumnya tidak menangani keluhan-keluhan 
yang bersifat individual, mereka melakukan pengawasan 
terhadap pengelolaan keuangan secara rutin baik yang 
merupakan anggaran rutin maupun pembangunan. Dengan kata 
lain aparat pengawas fungsional selain cakupannya sangat 
sempit juga kurang memperhatikan penyimpangan-
penyimpangan yang sering menjadi keluhan langsung 
masyarakat kerena pengawasan yang dilakukan merupakan 
kegiatan rutin. 
c. Lembaga Pengawas yang secara eksplisit dicantumkan dalam 
konstitusi memang melakukan pengawasan namun pada satu 
sisi substansi yang diawasi terlalu luas dan bersifat politis 
karena secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat 
merupakan Lembaga Politik serta mewakili kelompok-
kelompok politik sehingga pengawasannya juga tidak terlepas 
dari kepentingan-kepentingan kelompok yang mereka wakili. 
Sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan pada satu sisi 
substansi yang diawasi cukup luas yaitu mengenai Keuangan 
Negara yang mencakup kebijakan ataupun pengelolaannya, 




hanya mengenai segi keuangannya saja, sementara aspek-
aspek lain dalam penyelenggaraan negara belum disentuh, 
apalagi kepentingan-kepentingan warga yang bersifat 
individual dan bukan merupakan penyimpangan sistem 
ataupun kebijakan jelas belum terakomodasikan. 
d. Pengawasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sekarang ini 
telah menjadi trend dan berkembang pesat. Namun karena 
sifatnya swasta dan kurang terfokus maka lebih banyak 
ditanggapi dengan sikap acuh tak acuh. Terlebih lagi 
pengawasan yang dilakukan sering kurang data dan lebih 
mengarah pada publikasi sehingga faktor akurasi dan 
keseimbangan fakta perlu lebih memperoleh perhatian. 
Terdapat jarak cukup jauh antara aparat negara/pemerintah 
dengan organisasi nonpemerintah yang disebabkan perbedaan 
landasan keberadaan mereka masing-masing. Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) eksistensinya berasal dari 
masyarakat itu sendiri sementara lembaga negara atau 
pemerintah secara formal dilandasi oleh perundang- undangan 
yang berlaku sehingga dengan bertitik tolak dari landasan yang 
berbeda tersebut muncul sikap resistensi satu sama lain. 
Resistensi tersebut makin dalam manakala menghadapi suatu 
permasalahan konkrit di mana Lembaga Pemerintah 
menggunakan parameter pranata yang bersifat formil serta 
prosedur yang struktural hierarkis sementara Organisasi 
Nonpemerintah mendekati permasalahan berdasarkan 
kenyataan yang dihadapi dengan prosedur yang tidak hierarkis 
karena LSM memang bukan merupakan institusi struktural. 
Aspek-aspek kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia antara 
lain meliputi: 





Tuntutan pembentukan lembaga-lembaga lain di luar cabang 
kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia 
dimulai sejak adanya pasca runtuhnya Orde Baru yaitu melalui 
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang membawa 
konsekuensi cukup signifikan terhadap perubahan struktur 
ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan terhadap struktur 
ketatanegaraan di Indonesia tersebut salah satunya ditandai 
dengan munculnya lembaga-lembaga negara yang baru yaitu 
berupa komisi negara. 
Kehadiran komisi-komisi negara pada awalnya 
dilatarbelakangi oleh adanya krisis kepercayaan terhadap 
lembaga-lembaga negara yang ada karena kegagalan lembaga 
negara dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya atau 
sebagai akibat dari meluasnya penyimpangan fungsi lembaga-
lembaga yang ada selama kurun waktu 32 (tiga puluh dua)  
tahun Orde Baru. Hal lain yang merupakan suatu momentum 
lahirnya lembaga Ombudsman di Indonesia adalah adanya 
keterbukaan yang mendorong masifikasi kepentingan dan 
tuntutan masyarakat sebagai dampak modernisasi sekaligus 
perubahan sosial politik dalam masyarakat yang selama ini 
kurang sekali diagregasikan secara memadai oleh lembaga-
lembaga negara yang tersedia (Bunyamin Alamsyah dan Uu 
Nurul Huda, 2013: 86). Fenomena tersebut menggambarkan 
bahwa seiring dengan perkembangan zaman, konsep Trias 
Politica oleh Montesquieu yang menyatakan bahwa cabang 
kekuasaan di suatu negara terbagi menjadi 3 (tiga) cabang, 
yaitu: legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif 
sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif sebagai 




tidak lagi relevan dengan kenyataan yang terjadi  dan 
kebutuhan masyarakat di suatu negara.  
Salah satu lembaga negara di Indonesia di luar cabang 
kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lahir karena 
dorongan kebutuhan dan tuntutan masyarakat adalah 
Ombudsman Republik Indonesia (yang dahulunya disebut 
sebagai Komisi Ombudsman Nasional). Membahas mengenai 
Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari 
sejarah perkembangannya. Masa pemerintahan K.H. 
Abdurrahman Wahid dapat disebut sebagai tonggak sejarah 
pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia, sedangkan 
pada masa pemerintahan B.J. Habibie dapat disebut sebagai 
masa rintisan dalam pembentukan lembaga Ombudsman di 
Indonesia (Galang Asmara, 2012: 15-16). Keinginan untuk 
membentuk lembaga Ombudsman di Indonesia didukung oleh 
kondisi pasca lengsernya Presiden Soeharto dimana 
masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap 
pemerintah dan mulai muncul kesadaran masyarakat mengenai 
pentingnya pemerintah dan penyelenggaraan negara yang 
bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).  
Setelah Presiden B.J. Habibie lengser, pemerintahan 
dilanjutkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid  dan Megawati 
Soekarnoputri yang saat itu harus menanggung beban politik 
dan sejarah masa lalu yang cukup berat. Korupsi tetap 
merajalela dan bahkan cenderung tanpa kendali. Penegak 
hukum juga mengalami kesulitan mewujudkan cita-cita 
reformasi hukum yang menjadi salah satu agenda reformasi. 
Masyarakat dan mahasiswa kembali melontarkan kritik atas 
ketidakmampuan pemerintah memberantas korupsi dan 
berbagai penyimpangan yang dilakukan penyelenggara 




karena terus-menerus terlibat polemik kontroversial sehingga 
tidak sempat mengurusi kebutuhan dasar masyarakatnya 
(Antonius Sujata,dkk, 2002:1-2).  
Pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid inilah 
merupakan tonggak kelahiran institusi Ombudsman di 
Indonesia. Pada awal November 1999, Presiden Republik 
Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid berinisiatif memanggil 
Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk mendiskusikan tentang 
konsep pengawasan baru terhadap penyelenggara negara. 
Diskusi tersebut juga melibatkan calon ketua yang diusulkan 
Presiden yaitu Antonius Sujata (seorang jaksa bidang tindak 
pidana khusus). Akhirnya pada tanggal 17 November 1999 
diadakan pertemuan dan menyepakati untuk membentuk 
sebuah lembaga pengawasan yang bersifat independen. 
Lembaga yang dimaksud itu dan disepakati dinamakan 
“Ombudsman” dengan alasan, nama itu sudah dikenal secara 
internasional. Tidak lama kemudian, Presiden K.H. 
Abdurrahman Wahid segera mengeluarkan Keputusan 
Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian 
Pembentukan Lembaga Ombudsman. Menurut konsideran 
keputusan tersebut, latar belakang pemikiran perlunya 
dibentuk lembaga Ombudsman Indonesia adalah untuk lebih 
meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak 
anggota masyarakat dari pelaku penyelenggara negara yang 
tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, dengan 
memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang 
dirugikan untuk mengadu kepada suatu lembaga yang 
independen yang dikenal dengan nama Ombudsman (Galang 
Asmara, 2012:20).  




Proses legislasi lembaga Ombudsman Republik Indonesia 
mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pengaturan 
mengenai eksistensi lembaga Ombudsman di Indonesia 
menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang 
variatif apabila dilihat dari hierarki maupun substansi 
pengaturannya. Instrumen peraturan perundang-undangan 
tersebut antara lain: 
a) Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim 
Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman 
Pengaturan lembaga Ombudsman dalam Keputusan 
Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian 
Pembentukan Lembaga Ombudsman masih berupa inisiasi 
dalam rangka mempersiapkan keberadaannya, yaitu 
dengan membentuk Tim Pengkajian Lembaga 
Ombudsman untuk kemudian memiliki tugas untuk 
menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang 
Ombudsman. Pada masa dikeluarkannya Keputusan 
Presiden ini tahap yang dilakukan adalah berupa tahap 
persiapan dan penyebarluasan pemahaman mengenai 
lembaga Ombudsman. Mengenai tahap persiapan tersebut 
lebih difokuskan pada persiapan pembentukan RUU 
tentang Ombudsman, dimana proses pembentukan RUU 
tersebut pada akhirnya akan mampu menguatkan posisi 
kelembagaan Ombudsman, sedangkan terkait dengan 
penyebarluasan pemahaman kepada masyarakat 
merupakan suatu tahapan yang penting. Hal ini 
dikarenakan lembaga Ombudsman merupakan lembaga 
negara yang keberadaannya masih tergolong lembaga 
negara yang baru meskipun konsep lembaga Ombudsman 
itu sendiri sebenarnya telah dikenal oleh masyarakat 




1809 sebagai negara yang pertama kali menerapkan sistem 
pengawasan eksternal melalui lembaga Ombudsman. 
Selain itu juga karena masyarakat adalah pihak pengguna 
layanan Ombudsman yaitu dengan adanya konsep 
penerimaan laporan dari masyarakat oleh Ombudsman 
maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk 
optimalisasi pelaksanaan kinerja dari lembaga 
Ombudsman tersebut. 
Keputusan Presiden ini memberikan amanat kepada 
Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman 
untuk mengkaji kemungkinan kewenangan apa saja yang 
akan dimiliki oleh lembaga Ombudsman. Hal ini 
memperlihatkan belum ada kesiapan mengenai konsep 
ideal suatu lembaga Ombudsman di Indonesia pada awal 
mula pembentukannya. Pemerintah Indonesia membentuk 
lembaga Ombudsman lebih menitikberatkannya sebagai 
upaya untuk merespon public distrust kepada pemerintah. 
Namun, sebelum Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga 
Ombudsman ini menyelesaikan tugas yang diberikan 
kepadanya kemudian pada bulan Maret tahun 2000 
Presiden K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan 
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang 
Komisi Ombudsman Nasional. 
b) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang 
Komisi Ombudsman Nasional 
Pembentukan lembaga Ombudsman merupakan 
suatu langkah kemajuan untuk mengawasi 
penyelenggaraan pemerintahan. Gagasan untuk 
mendirikan lembaga Ombudsman di Indonesia diperkuat 
dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 44 




dalam pembentukannya berdasarkan pada beberapa 
pertimbangan sebagaimana dicantumkan dalam 
konsideran Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 
tentang Komisi Ombudsman Nasional , antara lain: 
a. bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta 
mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih 
menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, 
transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; 
b. bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat 
terhadap penyelenggaraan negara merupakan 
implementasi demokratisasi yang perlu dikembangkan 
serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, 
wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat di 
minimalisasi; 
c. bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya 
penyelenggaraan pemerintahan memberikan 
pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota 
masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk 
lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan 
dan kesejahteraan; 
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan 
memperhatikan dengan seksama aspirasi yang 
berkembang dalam masyarakat, maka sambil 
menyiapkan Rancangan Undang-undang yang 
mengatur mengenai lembaga Ombudsman secara 
lengkap dipandang perlu membentuk suatu komisi 
pengawasan oleh masyarakat yang bersifat mandiri 
dan disebut Komisi Ombudsman Nasional. 
Ombudsman Republik Indonesia bermula dari 




tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 44 Tahun 2000. Peran Komisi Ombudsman Nasional 
saat itu adalah melakukan pengawasan terhadap pemberian 
pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk 
BUMN/BUMD, lembaga pengadilan, Badan Pertanahan 
Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, 
Departemen dan Kementerian, Instansi Non Departemen, 
Perguruan Tinggi Negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), 
dan sebagainya (Budhi Masturi, 2005: 3). KON dalam 
menjalankan kewenangannya berpegang pada asas 
mendengarkan kedua belah pihak (imparsial) serta tidak 
menerima imbalan apapun baik dari masyarakat yang melapor 
ataupun instansi yang dilaporkan. KON tidak memiliki 
kewenangan menuntut maupun menjatuhkan sanksi kepada 
instansi yang dilaporkan, namun memberikan rekomendasi 
kepada instansi untuk melakukan self-correction. Penyelesaian 
keluhan oleh KON merupakan salah satu upaya alternatif 
penyelesaian masalah (alternative dispute resolution) di 
samping cara lainnya yang membutuhkan waktu yang relatif 
lama dan biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan 
(Anis Septiana, 2014 : 54). 
c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional 
Salah satu wujud program pembangunan nasional 
adalah melalui program nasional pembentukan peraturan 
perundangan. Dalam undang-undang ini dinyatakan 
bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja 
pemerintah adalah dengan ditetapkannya undang-undang 
yang mengatur mengenai Ombudsman. Hal ini selaras 
dengan upaya pemerintah dalam hal pembentukan 




inisiasi sejak adanya Keputusan Presiden Nomor 155 
Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan 
Lembaga Ombudsman serta merupakan tindak lanjut atas 
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 
2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional dalam rangka 
menguatkan kelembagaan Ombudsman. 
d) TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi 
Arah Kebijakan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  
Pasal 2 ayat 6 TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 
tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berbunyi: 
“Membentuk Undang-Undang beserta peraturan 
pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang 
muatannya meliputi: 
a. Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; 
b. Perlindungan saksi dan korban; 
c. Kejahatan terorganisasi; 
d. Kebebasan mendapatkan informasi; 
e. Etika pemerintah; 
f. Kejahatan Pencurian Uang; 
g. Ombudsman”. 
 
TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang 
Rekomendasi Arah Kebijakan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tersebut 
memberi makna bahwa ada keinginan dari pemerintah 
yang semakin progresif untuk membentuk ketentuan  yang 
menjadi dasar pembentukan lembaga Ombudsman. Hal 
tersebut ditandai dengan dicantumkannya nama 
Ombudsman   dalam TAP MPR tersebut yang apabila 
ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan yang 
berlaku pada masa itu yakni berdasarkan Pasal 2 TAP 




Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menyatakan 
bahwa: “Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 
merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum 
dibawahnya. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 
Republik Indonesia adalah: 
1. Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat   Republik 
Indonesia (TAP MPR); 
3. Undang-undang 
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
(Perpu) 
5. Peraturan Pemerintah; 
6. Keputusan Presiden yang Bersifat Mengatur; 
7. Peraturan Daerah”. 
Mencermati hierarki peraturan perundang-undangan 
sebagaimana disebutkan diatas maka TAP MPR Nomor 
VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme  dapat digunakan sebagai acuan untuk 
membuat aturan hukum yang berada dibawahnya. Kondisi 
tersebut apabila ditinjau berdasarkan perspektif historis 
yang mana pada saat dikeluarkan TAP MPR Nomor 
VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme kedudukan MPR merupakan lembaga tertinggi 
negara yang memegang kedaulatan rakyat sehingga MPR 
dapat memberikan Rekomendasi Arah Kebijakan ini yang 
ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan 
lembaga-lembaga tinggi negara lainnya untuk 
dilaksanakan sesuai peran, tugas, dan fungsi masing-




Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia. Pernyataan tersebut bersesuaian dengan bunyi 
Pasal 3 TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang 
Rekomendasi Arah Kebijakan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal tersebut 
menunjukkan adanya kemajuan jika dibandingkan dengan 
pengaturan lembaga Ombudsman pada periodisasi 
sebelumnya ketika menggunakan landasan operasional 
yang berupa Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 
tentang Komisi  Ombudsman Nasional karena TAP MPR 
ini secara legal formal mengamanatkan stakeholders 
untuk membentuk undang-undang yang mengatur tentang 
lembaga Ombudsman di Indonesia. 
e) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia  
Undang-undang ini mengatur secara eksplisit 
mengenai Ombudsman Republik Indonesia. Implikasi dari 
pembentukan undang-undang tersebut adalah adanya 
penguatan terhadap kelembagaan Ombudsman Republik 
Indonesia karena dibentuk dengan undang-undang yang 
merupakan cerminan dari kehendak rakyat melalui wakil-
wakil rakyat yang duduk di parlemen. Penguatan 
kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia melalui 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia tersermin dari beberapa 
ketentuan sebagai berikut (Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2013: 6): 
(1) Pasal 8 ayat (1) huruf (e) yang berupa penambahan 
kewenangan bagi Ombudsman untuk menyelesaikan 
laporan masyarakat melalui mediasi dan konsiliasi 




(2) Pasal 31 yang berupa pemberian 2 (dua) macam hak 
eksklusif kepada Ombudsman dalam menjalankan 
fungsi, tugas, dan wewenangnya yaitu hak imunitas 
dan upaya pemanggilan paksa (subpeona power). 
(3) Pasal 34 yang merupakan pemberian kewenangan 
kepada Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan 
lapangan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. 
(4) Pasal 38 yaitu berupa kewajiban untuk melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman. 
(5) Pasal 46: 
(1) “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, nama 
“Ombudsman” yang telah digunakan sebagai nama 
oleh institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau 
lainnya yang bukan merupakan lembaga 
Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas 
berdasarkan Undang-Undang ini harus diganti dalam 
waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai 
berlakunya Undang-Undang ini”. 
(2) Institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau 
lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap 
menggunakan nama “Ombudsman” secara tidak 
sah”. 
Pasal 46 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia tersebut 
mencerminkan adanya ekslusivitas bagi lembaga 
Ombudsman dan memperkuat eksistensi Ombudsman di 
Indonesia. 
f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik yang disahkan pada tanggal 18 Juli 
2009, menyatakan bahwa Ombudsman merupakan salah 
satu lembaga pengawas ekternal selain pengawasan 




untuk melakukan pengawasan pelayanan publik. Dalam 
hal ini eksistensi lembaga Ombudsman dikuatkan dengan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik sebagai salah satu pelaksana fungsi 
pengawasan terhadap pelayanan publiik sebagaimana 
dicantumkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan 
bahwa: “pengawasan eksternal penyelenggaraan 
pelayanan publik dilakukan melalui: 
a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau 
pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik; 
b. pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 
c. pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat, dewan 
perwakilan rakyat daerah propinsi, dewan perwakilan 
rakyat daerah kabupaten/kota”. 
Penegasan keberadaan lembaga Ombudsman 
melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik terlihat dari substansi pasal-pasal 
berikut (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi, 2013: 7): 
(1) Pasal 18 dan Pasal 46 yang mempertegas serta 
memperjelas fungsi, tugas dan kedudukan 
Ombudsman Republik Indonesia. 
(2) Pasal 46 ayat (3) mengenai pembentukan perwakilan 
Ombudsman di daerah yang bersifat hierarkis untuk 
mendukung tugas dan fungsi Ombudsman. 
(3) Pasal 50 yang menambah kewenangan Ombudsman 
Republik Indonesia untuk melakukan ajudikasi 




3) Fungsi, Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik 
Indonesia 
Fungsi Ombudsman Republik Indonesia diatur dalam Pasal 
6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa 
Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan 
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara 
Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah 
termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik 
Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi 
tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa 
Ombudsman bertugas: 
a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik; 
b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 
c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang 
lingkup kewenangan Ombudsman; 
d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap 
dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik; 
e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga 
negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta 
lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; 
f. membangun jaringan kerja; 
g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik; dan 





Dalam melaksanakan fungsi maupun tugasnya, 
Ombudsman Republik Indonesia mempunyai wewenang 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia yang menyatakan sebagai berikut: 
a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari 
Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait 
mengenai Laporan yang disampaikan kepada 
Ombudsman;  
b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen 
lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk 
mendapatkan kebenaran suatu Laporan; 
c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi 
dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk 
pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor; 
d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, 
dan pihak lain yang terkait dengan Laporan; 
e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi 
atas permintaan para pihak; 
f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian 
Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar 
ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang 
dirugikan; 
g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, 
kesimpulan, dan Rekomendasi. 
Selain wewenang yang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia, terdapat pula wewenang lain yang 
dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia yang diatur 
dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 




a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, 
atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna 
perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau 
prosedur pelayanan publik; 
b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakya 
dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang 
dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan 
perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi. 
4) Tujuan Pendirian Lembaga Ombudsman Republik Indonesia 
Suatu lembaga negara dibentuk dengan tujuan tertentu. 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia mennyatakan bahwa 
Ombudsman Republik Indonesia bertujuan: 
a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan 
sejahtera; 
b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan 
yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta 
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 
c.  meningkatkan mutu pelayanan negara di segala 
bidang agar setiap warga negara dan penduduk 
memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan 
yang semakin baik;  
d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya 
untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek 
Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta 
nepotisme; 
e.  meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran 
hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang 
berintikan kebenaran serta keadilan. 




Lembaga Ombudsman Republik Indonesia merupakan 
lembaga negara yang independen. Hal tersebut sejalan dengan 
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menegaskan 
bahwa Ombudsman tidak memiliki hubungan organik dengan 
lembaga dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur 
tangan kekuasaan lainnya. 
Mengenai independensi lembaga Ombudsman Martin 
Oosting membagi sifat independensi Ombudsman menjadi 3 
(tiga) jenis yaitu (Yusnani Hasjimzoem,2014:198) : 
a) Independensi institusional yang berarti bahwa 
Ombudsman bukan merupakan bagian dari instansi 
publik manapun dan memiliki jabatan tinggi dalam sistem 
pemerintahan. 
b) Independensi fungsional yang berarti bahwa Ombudsman 
tidak dapat diintervensi atau dikendalikan oleh pengaruh 
penguasa manapun sehingga Ombudsman harus diberi 
wewenang yang luas dan prosedur yang fleksibel. 
c) Indepensi personal dimaksudkan supaya sumber daya 
manusia (pegawai) Ombudsman harus berasal dari seleksi 
yang ketat dan akuntabel agar dapat bekerja dengan baik 
dan terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
1) Struktur Organisasi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia 
Struktur organisasi Ombudsman Republik Indonesia terdiri 
atas: Pimpinan Ombudsman, Sekretariat Jenderal 
Ombudsman, Asisten Ombudsman, dan Perwakilan 
Ombudsman. 
a) Pimpinan Ombudsman 
Pimpinan Ombudsman adalah Ketua, Wakil Ketua, dan 




Perwakilan Rakyat melalui fit and proper test 
berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden setelah 
melalui proses seleksi oleh panitia seleksi calon 
Anggota Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia 
terdiri atas 9 (sembilan) anggota Ombudsman. 
Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang  Nomor 37 
Tahun 2008, Ombudsman terdiri atas: 
(1) Ketua yang merangkap anggota 
Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Ombudsman 
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan 
Ombudsman Republik Indonesia menyatakam 
bahwa Ketua Ombudsman mempunyai tugas: 
a. memimpin kelembagaan dan organisasi 
Ombudsman; 
b. menetapkan kebijakan strategis berdasarkan 
keputusan Rapat Pleno; 
c. mewakili lembaga dalam kegiatan kenegaraan 
baik di dalam maupun di luar negeri; 
d. mengadakan komunikasi dan konsultasi dalam 
membangun hubungan kerja sama dengan 
lembaga pemerintah atau negara, lembaga 
swasta, dan masyarakat: 
e. menetapkan kebijakan manajemen organisasi; 
f. menandatangani dokumen resmi kelembagaan; 
g. menetapkan tindakan administratif terhadap 
pelanggaran kode etik di lingkungan 
Ombudsman berdasarkan peraturan perundang-
undangan; dan 




Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Ombudsman 
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan 
Ombudsman Republik Indonesia, Wakil Ketua 
Ombudsman memiliki tugas sebagai berikut: 
a. membantu Ketua Ombudsman memimpin 
kelembagaan dan organisasi Ombudsman; dan 
b. mengkoordinasikan penyusunan program, 
pelaksanaan kegiatan, dan kebijakan pembinaan 
sumber daya Ombudsman. 
(3) Anggota 
Menurut ketenutuan Pasal 6 Peraturan 
Ombudsman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di 
lingkungan Ombudsman Republik Indonesia 
Anggota Ombudsman mempunyai tugas: 
a. mewakili Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman 
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang 
Ombudsman apabila keduanya berhalangan; 
b. mengkoordinasikan penyusunan program dan 
pelaksanaan kebijakan bidang tugas Ombudsman; 
c. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas, 
dan wewenang Perwakilan Ombudsman; dan 
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua 
Ombudsman. 
b) Sekretariat Jenderal Ombudsman 
Sekretariat Jenderal Ombudsman mempunyai tugas 
menyelenggarakan dukungan administratif kepada 
Ombudsman. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh 
seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan 




Ombudsman memiliki fungsi sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Ombudsman Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Ombudsman 
Republik Indonesia yaitu melaksanakan: 
a. pelayanan administrasi penyusunan rencana dan 
program kerja Ombudsman; 
b. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, 
integrasi administrasi untuk mendukung pelaksanaan 
tugas dan fungsi Ombudsman; 
c.  pelayanan administrasi keIja sama Ombudsman 
dengan lembaga pemerintah dan lembaga non 
pemerintah terkait, baik di dalam negeri maupun di 
luar negeri; 
d. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan 
penyajian data,serta penyusunan laporan kegiatan 
Ombudsman; 
e. penyelenggaraan kegiatan administrasi Ombudsman 
serta melaksanakan pembinaan organisasi, 
administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan 
prasarana Sekretariat Jenderal; dan  
f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan peraturan 
perundang-undangan. 
c) Deputi dan Direktorat Penyelesaian Laporan 
Menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Ombudsman 
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan 
Ombudsman Republik Indonesia Deputi Penyelesaian 
Laporan mempunyai fungsi menyiapkan perumusan 
kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 




Penyelesaian Laporan terbagi ke dalam 6 Tim Kerja, 
yaitu terdiri dari: 
(1) Direktorat Penyelesaian Laporan I mempunyai 
fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan 
melaksanakan penerimaan laporan dan fasilitasi 
ajudikasi khusus (Pasal 10 ayat (1) Peraturan 
Ombudsman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di 
lingkungan Ombudsman Republik Indonesia); 
(2) Direktorat Penyelesaian Laporan II mempunyai 
fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan 
melaksanakan penyelesaian Iaporan di bidang Politik, 
Hukum, Keamanan, dan urusan lain yang terkait 
(Pasal 11 ayat (1) Peraturan Ombudsman Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Ombudsman 
Republik Indonesia); 
(3) Direktorat Penyelesaian Laporan III mempunyai 
fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan 
melaksanakan penyelesaian laporan di bidang 
Kesejahteraan Rakyat, Sumber Daya Manusia, dan 
urusan lain yang terkait (Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Ombudsman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di 
lingkungan Ombudsman Republik Indonesia; 
(4) Direktorat Penyelesaian Laporan IV mempunyai 
fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan 
melaksanakan penyelesaian laporan di bidang 
Ekonomi, Investasi, dan urusan lain yang terkait; 
(Pasal 13 ayat (1) Peraturan Ombudsman Republik 




Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Ombudsman 
Republik Indonesia) 
(5) Direktorat Penyelesaian Laporan V mempunyai 
fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan 
melaksanakan penyelesaian laporan di bidang 
Maritim dan urusan lain yang terkait (Pasal 14 ayat 
(1) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja di lingkungan Ombudsman Republik 
Indonesia).  
Deputi Penyelesaian Laporan dapat mengusulkan 
pembentukan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan 
dengan Keputusan Ketua Ombudsman. Deputi 
Penyelesaian Laporan dapat mengusulkan 
pembentukan Tim Kerja yang mendapatkan 
penugasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan 
Ketua Ombudsman. Deputi Penyelesaian Laporan 
dapat mengusulkan penempatan Asisten dan distribusi 
tugas ke masing-masing Direktorat yang ditetapkan 
dengan Keputusan Ketua Ombudsman. 
(6) Tata Usaha 
d) Deputi dan Direktorat Bidang Pencegahan 
Menurut Pasal 15 ayat (2) Peraturan Ombudsman 
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan 
Ombudsman Republik Indonesia Deputi Bidang 
Pencegahan mempunyai fungsi menyiapkan 
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pencegahan maladministrasi 




Deputi dan Direktorat Bidang Pencegahan 
membawahi beberapa Direktorat, yaitu: 
(1) Direktorat Pendidikan dan Penyadaran 
Masyarakat 
(2) Direktorat Penelitian dan Pengembangan 
(3) Direktorat Sumber Daya Manusia  
(4) Tata Usaha 
e) Satuan Penjaminan Mutu 
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan 
Ombudsman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di 
lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Satuan 
Penjaminan Mutu memiliki fungsi untuk Satuan 
Penjaminan Mutu mempunyai fungsi menyiapkan 
perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan 
penjaminan mutu, penegakan integritas, kode etik, dan 
disiplin pegawai, sedangkan mengenai tugas Satuan 
Penjaminan Mutu diatur dalam Pasal 19 ayat (2)   
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang 
menyatakan bahwa Satuan Penjaminan Mutu 
mempunyai tugas: 
a. penyiapan perumusan kebijakan penjaminan 
mutu, penegakan integritas, kode etik, dan 
disiplin pegawai; 
pelaksanaan penjaminan mutu, penegakan 
integritas, kode etik, dan disiplin pegawai; 
b. pelaksanaan pengelolaan unit layanan 




c. evaluasi dan saran penyempurnaan standar 
kineIja pada Ombudsman; 
d.  perumusan dan pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi kinerja perwakilan Ombudsman; 
e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 
kegiatan penjaminan mutu, penegakan 
integritas, kode etik, dan disiplin pegawai; 
f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber 
daya;dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan. 
f) Perwakilan Ombudsman 
Pembentukan Perwakilan Ombudsman Republik 
Indonesia merupakan implikasi dari ketentuan Pasal 5 
ayat (2)  dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang 
memberikan peluang bagi Ombudsman untuk 
mendirikan Perwakilan Ombudsman di provinsi 
dan/atau Kabupaten/Kota. Tujuan dibentuknya 
Perwakilan Ombudsman berdasarkan Pasal 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan 
Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah adalah utuk 
memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 
mengakses pelayanan dari Ombudsman dalam rangka 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan 
untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan 






































Bagan 1.  Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia 
Ombudsman 
Satuan Penjaminan Mutu 































































Sumber:  Lampiran Peraturan Ombudsman Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia  
2. The Parliamentary Ombudsman of Finland 
 Pembentukan The Parliamentary Ombudsman of Finland  
dipengaruhi oleh faktor historis bahwa Finlandia merupakan bekas 
jajahan Swedia. Swedia merupakan negara yang pertama kali 
mempunyai lembaga Ombudsman dan memasukkannya dalam 
struktur ketatanegaraan. Pada tahun 1809 Finlandia merdeka dari 
Swedia kemudian pemerintahan Finlandia dipegang oleh Raja yang 
berasal dari Rusia selama kurang lebih seratus tahun. Kemerdekaan 
Finlandia dari penguasaan Rusia tersebut membawa konsekuensi 
bahwa Finlandia harus membentuk sebuah hukum dasar yang berupa 
konstitusi. Keberadaan The Parliamentary Ombudsman of Finland 
telah diatur dalam  Constitution of Finland 1919 yang pada mulanya 
hanya memiliki tugas utama untuk mengawasi pengadilan dan 
pegawai pemerintah menjalankan tugasnya dan menjalankan fungsi 
pelayan publik yang melekat pada dirinya dengan baik dan sesuai 
dengan hukum yang berlaku. Namun demikian, pada tahun 1995 
Constitution of Finland mengalami amandemen. Salah satu substansi 
yang diamandemen adalah mengenai ruang lingkup  pengawasan yang 
dilaksanakan oleh The Parliamentary Ombudsman of Finland yaitu 
diperluas meliputi pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pemenuhan jaminan hak-hak dasar, kebebasan dan urusan-urusan 
yang berkaitan dengan  HAM lainnya. Perubahan tersebut kemudian 
digunakan oleh pemerintah Finlandia dalam hal ini Committee of 
Ministers, Council of Europe sebagai dasar pemberian kewenangan 
yang berkaitan dengan HAM kepada The Parliamentary Ombudsman 
of Finland. 
The Parliamentary Ombudsman of Finland dibentuk melalui The 




beberapa pasal. Pasal 27 The Constitution of Finland 731/1999 
mengakui keberadaan The Parliamentary Ombudsman of Finland 
dengan cara menyebutkan kualifikasi dan syarat-syarat kelayakan 
pihak-pihak yang boleh dan tidak boleh menjabat sebagai wakil rakyat 
di parlemen, dalam hal ini The Parliamentary Ombudsman of Finland 
termasuk dalam pihak yang tidak boleh menduduki posisi wakil rakyat 
di The Parliement of Finland. 
Selanjutnya, pada Pasal 38 The Constitution of Finland  731/1999 
mengatur keberadaan lembaga Ombudsman dengan menyebutkan 
secara eksplisit mengenai persyaratan dan lamanya masa jabatan 
anggota The Parliamentary Ombudsman of Finland. Persyaratan yang 
tercantum dalam konstitusi tersebut adalah bahwa anggota dan 2 (dua) 
orang Deputi Ombudsman harus memiliki pengetahuan dan berlatar 
belakang pendidikan hukum. Lamanya masa jabatan anggota The 
Parliamentary Ombudsman of Finland yang ditetapkan oleh The 
Parliement of Finland yaitu selama 4 (empat) tahun namun masa 
jabatan anggota dapat pula berakhir sebelum habisnya masa jabatan 
dengan memperhatikan pertimbangan dari Constitutional Law 
Committee dan telah disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per 
tiga) anggota Parlemen. 
Pasal 48 The Constitution of Finland  731/1999  juga mengatur 
mengenai hak yang dimiliki oleh The Parliamentary Ombudsman 
yaitu dapat menghadiri dan berpartisipasi dalam debat publik apabila 
substansi debat tersebut berkaitan dengan laporan yang diterimanya 
maupun dalam hal-hal lain yang berhubungan dengan temuan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland. Pasal 101 The Constitution of 
Finland 731/1999 menyatakan bahwa anggota The Parliamentary 
Ombudsman of Finland dapat diberhentikan melalui The High Court 
of Impeachment yang yurisdiksinya meliputi tuduhan yang diajukan 
terhadap anggota pemerintah, The Chancellor of Justice, dan The 




Mahkamah Pengadilan Administratif yang melanggar hukum dalam 
menjalankan tugasnya. The High Court of Impeachment terdiri dari 
Presiden Mahkamah Agung, dan Ketua Pengadilan Tinggi 
Administrasi, paling senior peringkat tiga Presiden pengadilan 
banding dan lima anggota dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 
empat tahun. Ketentuan selengkapnya mengenai komposisi, korum 
dan prosedur pengadilan pemakzulan telah digariskan oleh undang-
undang.  
Pasal 109  The Constitution  of Finland 731/1999 mengatur bahwa 
Ombudsman bertugas  memastikan bahwa pengadilan, otoritas lain 
dan pegawai negeri sipil, pegawai negeri dan orang lain, ketika 
melakukan tugas publik, mematuhi hukum dan memenuhi kewajiban 
mereka. Dalam melaksanakan  tugasnya, Ombudsman memonitor 
pelaksanaan hak-hak dasar dan kebebasan HAM. Ombudsman 
menyerahkan laporan tahunan kepada Parlemen tentang pekerjaannya, 
termasuk pengamatan terhadap administrasi peradilan negara dan pada 
setiap legislasi sebagaimana dinyatakan secara tekstual dalam Pasal 
109 The Constitution of Finland 731/1999 sebagai berikut : “The 
Ombudsman shall ensure that the courts of law, the other authorities 
and civil servants, public employees and other persons, when the 
latter are performing a public task, obey the law and fulfil their 
obligations. In the performance of his or her duties, the Ombudsman 
monitors the implementation of basic rights and liberties and human 
rights. The Ombudsman submits an annual report to the Parliament 
on his or her work, including observations on the state of the 
administration of justice and on any shortcomings in legislation”. 
Pengawasan yang dilakukan oleh Parliamentary Ombudsman of 
Finland yang berkaitan dengan perlindungan terhadap HAM 
dilakukan oleh sebuah badan yang bernama Human Rights Centre 
yang termasuk bagian dari The Parliamentary Ombudssman of 




dalam The Parliamentary Ombudsman of Finland  Summary of The 
Annual Report antara lain meliputi pengawasan terhadap fasilitas 
yang diberikan kepada tahanan kepolisian, fasilitas yang diberikan 
kepada tahanan angkatan bersenjata, fasilitas yang diberikan kepada 
tahanan umum, pengawasan mengenai sanksi pidana yang diberikan, 
pengawasan terhadap urusan luar negeri, pengawasan terhadap 
kesejahteraan sosial pengawasan terhadap fasilitas perawatan 
kesehatan, pengawasan terhadap urusan pajak . Selain itu juga 
mengatasi permasalahan yang terjadi pada kelompok rentan 
diskriminasi, seperti : anak-anak, lanjut usia, narapidana dan 
disabilitas. Pengawasan juga dilakukan terhadap lembaga peradilan 
serta pengawasan terhadap keimigrasian dan kewarganegaraan.  
Human Rights Center memiliki tugas untuk menyediakan informasi, 
tindakan, pelatihan, pendidikan dan penelitian terkait HAM, membuat 
laporan tentang implemetasi HAM, mengambil tindakan inisiatif dan 
memberikan pernyataan terkait implemenntasi HAM, berpartisipasi 
dalam kerjasama regional dan internasional terkait HAM, 
melaksanakan tugas-tugas lain yang berhbungan  implementasi HAM 
Integrasi kewenangan antara Ombudsman dan lembaga HAM di 
Finlandia berlandaskan pada amanat konstitusi yang memberikan 
wewenang bagi The Parliamentary Ombudsman of Finland untuk 
mengawasi pelaksanaan hak-hak dasar dan kebebasan. Rumusan 
pengertian hak-hak dasar merujuk pada semua hak yang dijamin oleh 
Konstitusi Finlandia termasuk di dalamnya jaminan pengawasan 
terhadap segala badan yang menjalankan kewenangan pelayanan 
publik.  
Pasal 1 Parliamentary Ombudsman Act menyatakan bahwa 
pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman meliputi pengawasan 
lembaga peradilan, pejabat, pegawai badan publik dan pihak-pihak 





(1) For the purposes of this Act, subjects of oversight shall, in 
accordance with Section 109(1) of the Constitution of Finland, 
be defined as courts of law,other authorities, officials, 
employees of public bodies and also other parties performing 
public tasks. 
(2) In addition, as provided for in Sections 112 and 113 of the 
Constitution, theOmbudsman shall oversee the legality of the 
decisions and actions of the Government, the Ministers and the 
President of the Republic. The provisions set forth below in 
relation to subjects apply in so far as appropriate also to the 
Government, the Ministers and the President of the Republic. 
Pasal 3 Parliamentary Ombudsman Act menyatakan bahwa 
Ombudsman harus menyelidiki keluhan jika masalah yang 
ditimbulkannya berkaitan dengan tanggung jawabnya dan jika ada 
alasan untuk mencurigai bahwa subjek telah bertindak melanggar 
hukum atau mengabaikan tugas. Informasi harus diperoleh dalam hal 
ini sebagaimana dianggap perlu oleh Ombudsman. 
 Ombudsman tidak akan menyelidiki keluhan yang berkaitan 
dengan masalah lebih lanjut dari lima tahun, kecuali ada alasan khusus 
untuk keluhan tersebut diselidiki. 
Menurut Pasal 4 Parliamentary Ombudsman Act, Ombudsman 
mungkin juga, atas inisiatifnya sendiri, mengangkat masalah dalam 
kewenangannya. Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) Parliamentary 
Ombudsman Act menyatakan bahwa Ombudsman harus melakukan 
inspeksi di tempat kantor publik dan lembaga yang diperlukan untuk 
memantau hal-hal yang ada dalam tanggung jawabnya. Secara khusus, 
Ombudsman harus melakukan inspeksi di penjara dan lainnya 
lembaga tertutup untuk mengawasi perawatan narapidana, serta di 
berbagai unit Angkatan Bersenjata dan kontingen perdamaian 
Finlandia memonitor perawatan wajib militer, personil militer lainnya 




dijelaskan bahwa Dalam konteks inspeksi, Ombudsman dan 
perwakilannya memiliki hak akses ke semua tempat dan informasi 
sistem kantor publik atau lembaga, serta hak untuk memiliki diskusi 
rahasia dengan personel kantor atau lembaga dan narapidana di sana. 
Pasal 6 Parliamentary Ombudsman Act menyatakan bahwa  
Ombudsman memiliki hak untuk mendapatkan bantuan eksekutif 
secara gratis dari otoritas yang dianggap perlu, serta hak untuk 
memperoleh salinan atau dokumen yang diperlukan dari dokumen dan 
file dari pihak yang berwenang. 
3. Persamaan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland 
Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas maka dapat 
diketahui bahwa terdapat persamaan antara Ombudsman Republik 
Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman of Finland yaitu 
sebagai berikut: 
a. Kewenangan pengawasan terhadap pelayanan publik 
Indonesia dan Finlandia merupakan negara yang 
memberikan kewenangan pada lembaga Ombudsman untuk 
melakukan pengawasan terhadap adanya maladministrasi dalam 
pelayanan publik. Di Indonesia kewenangan Ombudsman 
Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap 
pelayanan publik diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang 
menyatakan bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun 
di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum 
Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi 




Di Finlandia pengawasan terhadap pelayanan publik 
dilakukan oleh The Parliamentary Ombudsman of Finland yang 
dinyatakan dalam Pasal 109 The Finland Constitution yaitu 
bahwa The Parliamentary Ombudsman of Finland memiliki 
kewajiban untuk memastikan bahwa peradilan, pegawai negeri 
sipil, maupun pihak-pihak lain yang diberi tugas untuk 
melaksanakan fungsi pelayanan publik tersebut telah 
melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam 
menjalankan kewajibannya tersebut The Parliamentary 
Ombudsman of Finland diberikan kewenangan untuk memantau 
pelaksanaan pemenuhan hak-hak dasar dan kebebasan warga 
negara Finlandia yang sesuai dengan jaminan yang diberikan 
oleh konstitusinya. 
Pasal 1 ayat (1) Parliamentary Ombudsman Act 
menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 
Ombudsman meliputi pengawasan lembaga peradilan, pejabat, 
pegawai badan publik dan pihak-pihak lain yang menjalankan 
fungsi pelayanan publik. 
b. Subpeona Power 
Subpeona Power secara umum diartikan sebagai proses 
pemberian perintah kepada seorang saksi untuk hadir 
memberikan kesaksian, saksi dapat juga dipanggil dengan 
membawa buku, dokumen, atau benda lainnya sebagai barang 
bukti sehingga subpoena power adalah kekuasaan untuk 
memaksakan agar seorang saksi dapat hadir untuk memberikan 
kesaksiannya. Penjelasan Undang-undang Nomor 37 Tahun 
2008 menyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan atas 
Laporan yang diterimanya, Ombudsman dapat memanggil 
Terlapor dan saksi untuk dimintai keterangannya. Apabila 
Terlapor dan saksi telah dipanggil tiga kali  berturut-turut tidak 




dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa (subpoena 
power). 
Sedangkan Ombudsman Finlandia, dapat disimpulkan 
dalam Section 5 Parliamentary Ombudsman Act bahwa mereka 
pun memiliki kekuasaan yang besar dalam hal melakukan 
inspeksi, termasuk untuk menghadirkan saksi dan memiliki 
akses terhadap dokumen-dokumen publik. 
Tabel 1 
Persamaan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland 
No Persamaan Indonesia Finlandia 
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3. Perbedaan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland 
Perbedaan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland dapat diidentifikasi dari beberapa 




a. Latar Belakang Pembentukan 
Di Indonesia berdirinya lembaga Ombudsman lebih banyak 
dipengaruhi oleh kondisi sosiologis yang terjadi pada  awal mula 
pendirian lembaga tersebut yaitu karena adanya krisis kepercayaan 
dari masyarakat kepada pemerintah, khususnya pada era Orde 
Baru. Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi 
pada masa Orde Baru membuat masyarakat mulai menyadari 
pentingnya pengawasan kepada pemerintah sebagai pihak yang 
berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang baik 
kepada masyarakat karena dalam .praktik pelaksanaan pelayanan 
publik sering terjadi penyimpangan. Setelah runtuhnya rezim Orde 
Baru, di Indonesia mulai dikenal gagasan mengenai hak asasi 
manusia (HAM) yang timbul sebagai respon atas kesewenang-
wenangan pemerintah dan pembatasan-pembatasan yang terjadi di 
masyarakat. Pemahaman mengenai HAM tersebut melahirkan 
pemikiran bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan 
pelayanan yang tidak diskriminatif. Kondisi tersebut kemudian 
direspon oleh pemerintah Indonesia dengan menggagas 
terbentuknya institusi Ombudsman di Indonesia. Eksistensi 
lembaga Ombudsman di Indonesia diawali dengan ditetapkannya 
Keputusan Presiden Nomor Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi 
Ombudsman Nasional yang kemudian kedudukan lembaga 
Ombudsman tersebut dikuatkan dengan pembentukan Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia dan pada masa sekarang ini telah dibentuk beberapa 
peraturan pelaksanaan sebagai penegasan keberadaaan lembaga 
Ombudsman di Indonesia. 
Pembentukan The Parliamentary Ombudsman of Finland  
dipengaruhi oleh kondisi historis. Kondisi historis ditunjukkan 
dengan kenyataan bahwa sejak tahun 1154 Masehi Finlandia 




Finlandia memisahkan diri dari Swedia. Keberadaan lembaga 
Ombudsman di Finlandia diakui dengan dimasukkannya 
pengaturan mengenai Ombudsman dalam Konstitusi Finlandia 
Tahun 1919 yang mana dalam pembentukan konstitusi tersebut 
Finlandia banyak mengadopsi model struktur ketatanegaraan dari 
Swedia termasuk adanya lembaga Ombudsman sebagai lembaga 
yang mengawasi pemerintah.  
b. Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Ombudsman 
Di Indonesia eksistensi lembaga Ombudsman pada 
mulanya dibentuk dengan ditetapkannya Keputusan Presiden 
Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. 
Implikasi dari dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 44 
Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional tersebut adalah 
bentuk lembaga Ombudsman pada masa itu adalah komisi negara. 
Banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman pada masa awal 
berdirinya tersebut menunjukkan bahwa adanya lembaga 
Ombudsman direspon positif oleh masyarakat. Jumlah laporan 
yang masuk pada awal beroperasinya Komisi Ombudsman 
Nasional sebanyak 1723 (Antonius Sujata,dkk, 2002:38). Selain 
itu, terdapat pula pengaruh dari dunia internasional untuk 
menguatkan posisi Ombudsman di Indonesia dalam struktur 
ketatanegaraan yang dicerminkan melalui konferensi-konferensi 
yang melibatkan perwakilan Indonesia untuk mempelajari 
kelembagaan Ombudsman di beberapa negara di dunia yang 
menunjukkan bahwa kinerja Ombudsman yang optimal didasari 
oleh kuatnya landasan yuridis sebagai sumber legitimasi 
kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman di dalam sebuah 
negara. Hal tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk 
menguatkan kelembagaaan Ombudsman melalui penguatan 
landasan yuridis pembentukannya yaitu dengan merumuskan 




tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia. 
Ombudsman Finlandia atau yang dikenal dengan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland dibentuk dengan Konstitusi 
Finlandia yaitu disebutkan dalam Section 38 The Constitution of 
Finland (731/1999). Lembaga negara yang dibentuk dengan 
menggunakan konstitusi akan mendapatkan legitimasi yang lebih 
kuat dibandingkan dengan lembaga yang dibentuk menggunakan 
peraturan yang hierarkinya berada di bawah konstitusi. Kuatnya 
legitimasi lembaga negara yang dibentuk menggunakan konstitusi 
dapat diilustrasikan bahwa tidak mudah membubarkan lembaga 
tersebut karena pembubaran lembaga negara yang sumber 
kewenangannya didapat dari konstitusi akan berimplikasi pada 
perlunya amandemen konstitusi yang mengaturnya, sedangkan 
prosedur amandemen konstitusi lebih kompleks jika dibandingkan 
dengan prosedur mengubah peraturan perundang-undangan lain 
yang hierarkinya dibawah kontitusi. Norma-norma konstitusi yang 
membentuk The Parlliamentary Ombudsman of Finland tersebut 
kemudian dikonkretkan dalam pasal-pasal Parliamentary 
Ombudsman Act (197/2002) yang memuat ketentuan lebih lanjut 
atas keberadaan The Parliamentary Ombudsman of Finland. 
c. Objek Pengawasan 
Objek pengawasan Ombudsman Indonesia berdasarkan 
Pasal 1 poin 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah 
penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah pusat dana 
daerah, BUMN, BUMD, BHMN, dan sektor swasta yang sebagian 
atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Sementara 
Ombudsman Finlandia memiliki tugas yang sangat luas menurut 
Section 109 The Constitution Of Finland, yaitu mengawasi agar 
pengadilan, pegawai negeri sipil, pejabat publik, dan otoritas 




berdasarkan hukum dan melaksanakan kewajibannya. Dalam 
menjalankan tugasnya, Ombudsman mengawasi pelaksanaan 
jaminan hak-hak dasar dan kebebasan. 
d.  Mekanisme Pengisian dan Lama Masa Jabatan 
Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 tentang Ombudsman, pengisian jabatan ketua, wakil ketua, 
dan anggota Ombudsman dilakukan melalui pemilihan oleh DPR 
atas calon yang diusulkan Presiden. Lama masa jabatan anggota 
Ombudsman Republik Indonesia adalah 5 tahun 
Di Finlandia dicantumkan pada Section 38 konstitusi 
Finlandia bahwa pengisian jabatan Ombudsman dilakukan melalui 
mekanisme penunjukan oleh Parlemen Finlandia. Lama masa 
jabatan anggota Ombudsman di Finlandia adalah 4 tahun. 
e. Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman 
Rekomendasi antara lain juga diartikan sebagai saran 
(suggestion), namun kadangkala dapat juga berarti nasehat. Dalam 
kaitannya dengan tugas dan wewenang Ombudsman, maka 
rekomendasi Ombudsman adalah lebih dari sekadar saran atau 
nasehat biasa kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara 
negara tentang apa yang harus dilakukan guna memperbaiki 
pelayanan yang dikeluhkan masyarakat, baik itu yang sifatnya 
kasus perkasus maupun yang sifatnya sistemik sebab rekomendasi 
dari Ombudsman berkaitan dengan tugasnya sebagai pengawas 
pelayanan puublik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik (good governance) serta menciptakan 
lingkungan yang kondusif untuk pelayanan (hukum yang adil, 
termasuk pemberantasan dan mencegah perilaku KKN (Antonius 
Sujata, 2002 ; 194). 
Rekomendasi Ombudsman memang bukanlah sebuah 




kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan walaupun tidak 
memiliki kekuatan eksekusi seperti yang dimiliki oleh Pengadilan. 
Ombudsman hanya mewajibkan kepada terlapor untuk 
melaksanakan rekomendasi Ombudsman, sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 38 UU Nomor 37 Tahun 2008 yang mengatur 
ketentuan sebagai berikut:  
(1) Terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman.  
(2) Atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada 
Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah 
dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu 
paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 
diterimanya rekomendasi.  
(3) Ombudsman dapat meminta keterangan terlapor 
dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan 
untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi. 
 (4) Dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak 
melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan 
sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat 
diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat 
mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan 
rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Presiden.  
 
Penafsiran kata “wajib” secara normatif telah diatur dalam 
Lampiran II Nomor 268, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang– Undangan dalam 
memberikan petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-
undangan menerangkan penafsiran kata “wajib” sebagai berikut: 
Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, 
digunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang 
bersangkutan dijatuhi sanksi. 
Kewajiban suatu instansi publik harus menjalankan 
rekomendasi Ombudsman juga ditegaskan dalam 2 (dua) Undang-
Undang yang pertama, dalam Pasal 36 ayat (2) dan (3) UU Nomor 
25 Tahun 2009, bahwa penyelenggara berkewajiban mengelola 




ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu. Dan penyelenggara 
berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  
Kedua, dalam Pasal 351 ayat (1), (4), dan (5) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah 
menegaskan bahwa:  
(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan 
pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, 
Ombudsman, dan/atau DPRD.  
(4) Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi 
Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 (5) Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi 
Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diberikan sanksi berupa pembinaan khusus 
pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan 
oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya 
dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat 
yang ditunjuk.  
Mencermati dari uraian Undang-Undang tersebut di 
atas, menegaskan bahwa rekomendasi Ombudsman sudah 
memiliki kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan oleh 
suatu instansi publik (Muhammad  Rus’an 
Yasin,2016:111-112). 
Sedangkan di Finlandia rekomendasi Ombudsman 
hanya mengikat secara moral. Dalam buku Alternative 
Dispute Resolution in Administrative Law disebutkan 
bahwa Ombudsman-Ombudsman di Eropa pada umumnya 
membuat keputusan dalam bentuk rekomendasi. 
Rekomendasi tersebut tidak melahirkan kewajiban bagi 
pihak-pihak terkait untuk wajib melaksanakan rekomendasi 
Ombudsman. Namun demikian, rekomendasi tersebut harus 




f. Hubungan Kelembagaan dengan Lembaga Lain 
Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 
2008, Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat 
mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga 
negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan 
kekuasaan lainnya. Ombudsman bertanggungjawab pada Presiden.  
Kondisi ini berbeda dengan Ombudsman di Finlandia, 
dilihat dari namanya saja jelas bahwa Parliamentary Ombudsman 
Of Finland merupakan lembaga yang memiliki hubungan organik 
dengan parlemen. Salah satu tugas dari Ombudsman Finlandia 
menurut Section 109 The Contitution Of Finland adalah 
memberikan laporan kepada Parlemen. Namun secara 
kelembagaan, dalam menjalankan tugasnya tetaplah independen. 
g. Persyaratan Akademis Anggota Ombudsman 
Di Indonesia salah satu syarat anggota Ombudsman adalah 
berpendidikan sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang 
memiliki keahlian atau pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima 
belas) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang 
menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik. 
Di Finlandia untuk menjadi anggota The Parliamentary 
Ombudsman of Finland  harus memiliki ijazah sarjana hukum. Hal 
ini berdasarkan Pasal 38 Constitution of Finland. Artinya, tidak 
memberikan ruang bagi selain sarjana hukum untuk menjadi 
anggota The Parliamentary Ombudsman of Finland. 
h. Pelaksanaan Kewenangan Pemberantasan Korupsi 
Salah satu perbedaan antara Ombudsman Republik 
Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman of Finland adalah 
terkait dengan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Di Indonesia lembaga Ombudsman tidak memiliki kewenangan 




pada konsideran menimbang huruf c dalam Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 
bahwa agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan 
pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta 
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dibentuk lembaga 
Ombudsman Republik Indonesia. Namun, pada kenyataannya 
kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan 
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan yang 
diberikan kepada Ombudsman Republik Indonesia lebih pada 
fungsi pencegahan terjadinya korupsi. Hal tersebut dikarenakan 
perbuatan maladministrasi merupakan langkah awal terjadinya 
korupsi. 
i. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Lembaga Peradilan 
Di Indonesia Ombudsman tidak berwenang mengawasi lembaga 
peradilan baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi 
independensi hakim.  Namun tidak demikian dengan Ombudsman 
Finlandia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga 
peradilan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Parliamentary Ombudsman 
Act yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa Ombudsman 
bertugas mengawasi badan-badan peradilan baik mengenai 
independensi maupun kinerja peradilan. 
 
 
  Tabel 2 
Perbedaan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan The 




1 Latar Belakang 
Pembentukan 
































































































































































































































B. Urgensi Integrasi Kewenangan Ombudsman dan Lembaga HAM 
di Indonesia 
1. Banyaknya Lembaga Negara Nonstruktural di Indonesia 
Secara umum, terdapat beberapa faktor lain yang melatarbelakangi 
dibentuknya lembaga nonstruktural, antara lain (Firmansyah.et.all, 
2013: 78) :  
a. Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada akibat 




b.  Tidak independennya suatu lembaga negara sehingga tidak 
imun terhadap intervensi suatu kekuasaan negara atau 
kekuasaan lain;  
c. Ketidakmampuan lembaga pemerintah yang ada untuk 
melakukan tugas-tugas yang urgent dilakukan dalam masa 
transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan korupsi, 
kolusi dan nepotisme; 
d. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai 
prasyarat memasuki pasar global tetapi juga demokrasi sebagai 
satu-satunya jalan bagi negara-negara yang asalnya berada 
dibawah kekuasaan yang otoriter. 
Lembaga negara nonstruktural sebagai institusi yang dibentuk 
karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat 
diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan 
keunikan tertentu dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik, 
dan terintegrasi serta efektif (Hamdan Zoelva, 2010:68). Seiring 
dengan perkembangan zaman maka konsep Trias Politica yang 
dikemukakan oleh Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan ke 
dalam tiga cabang yaitu legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-
undang), eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang) 
dan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran terhadap 
undang-undang) tidak lagi sepenuhnya relevan jika diterapkan di 
Indonesia karena tuntutan masyarakat semakin meningkat dan negara 
mencoba mengakomodasi tuntutan tersebut dalam wujud 
pembentukan lembaga negara baru yang berupa lembaga negara 
nonstruktural.  Kecenderungan yang terjadi di Indonesia saat ini 
adalah membentuk lembaga baru. Jika pemerintah memiliki gagasan 
tentang suatu kewenangan yang belum dimiliki oleh lembaga yang 
telah ada sebelumnya maka pemerintah akan membentuk lembaga 
negara nonstruktural yang baru. Hal ini dapat diidentifikasi dari 




Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 sebagai penopang utama 
dalam menjaga keamanan dan kedaulatan siber di Indonesia. Padahal 
jika ditelaah lebih lanjut belum ada dasar hukum yang mengatur 
mengenai proteksi data pribadi sebagai acuan keamanan data siber. 
Hingga tahun 2018 ini ide proteksi data pribadi di Indonesia baru 
sampai pada tahap Rancangan Undang-Undang (RUU) dan belum 
termasuk pada prolegnas prioritas.  
Berdasarkan catatan Sekretariat Negara Republik Indonesia saat ini 
terdapat sebanyak 104 lembaga negara nonstruktural. Keberadaan 
lembaga negara nonstruktural dibentuk dengan berbagai jenis 
peraturan perundang-undangan, ada yang dibentuk dengan Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun 
Keputusan Presiden. 
(https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view
&id=13918, diakses pada 10 September 2017, pukul 20.05 WIB). 
Jumlah tersebut tergolong cukup banyak. Selain itu, terdapat pula 
antarlembaga negara nonstruktural yang fungsinya saling tumpang 
tindih. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan konsep penciptaan 
birokrasi yang miskin struktur namun kaya fungsi yang diusung oleh 
pemerintah. Konsep tersebut menunjuk pada struktur organisasi yang 
ramping namun fungsi yang dimilikinya tetap harus dioptimalkan 
(https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/berita/miskin-struktur-kaya-
fungsi,  diakses pada 11 September 2017, pukul 15.00 WIB). 
2.  Adanya permasalahan terkait perlindungan dan kelembagaan HAM 
a. Banyak terjadi kasus diskriminasi dan tumpang tindih 
antarlembaaga HAM 
Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah bahwa lembaga 
yang diberi wewenang berkaitan dengan HAM yang ada belum 
mampu meminimalisasi terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM, 
khususnya dalam hal pelanggaran HAM ringan yaitu berupa 




terhadap pelanggaran HAM ringan selama ini pada umumnya lebih 
banyak menggunakan sarana Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM). Apabila dicermati lebih lanjut, LSM merupakan unsur 
kelompok penekan (pressure group) yang berada di luar cabang 
kekuasaan pemerintah sehingga dalam hal ini terlihat pemerintah 
melalui lembaga-lembaga yang ada belum mampu mengatasi 
kasus-kasus pelanggaran HAM ringan yang salah satunya 
dibuktikan dengan tingginya jumlah kejadian diskriminasi yang 
terjadi di masyarakat meskipun telah banyak dibentuk lembaga-
lembaga yang memiliki tugas yang berhubungan dengan HAM,  
misalnya: Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Anak, Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan, 
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). 
Banyaknya institusi yang diberikan kewenangan yang berkaitan 
dengan HAM tersebut tidak serta merta menyelesaikan 
permasalahan yang ada di sisi lain banyaknya jumlah lembaga 
tersebut justru menimbulkan permasalahan. Banyaknya lembaga 
negara nonstruktural yang berkaitan dengan HAM tersebut 
menimbulkan permasalahan baru, misalnya Komnas HAM dengan 
masalah internalnya yang berupa pembentukan sidang Dewan Etik 
di Komnas  HAM untuk memproses Natalius Pigai terkait 
pelanggaran etik yang dilakukannya dalam kasus dugaan 
kriminalisasi ulama, pimpinan Komnas HAM yang digilir dalam 
periode satu tahun sekali (Muhammad Syadri, DPR: Komnas HAM 
Minim Prestasi Maksimal Masalah Internal dalam 
http://www.jawapos.com/read/2017/05/18/130937/dpr-komnas-
ham-minim-prestasi-maksimal-masalah-internal, diakses pada 
Kamis 27 Juli 2017, pukul 08.00 WIB ). 
Permasalahan lain yang terjadi adalah adanya tumpang tindih 
kewenangan seperti adanya lembaga Komisi Perlindungan Anak 




Perlindungan Anak (PPA), dan Komisi Nasional Perlindungan 
Anak (Komnas PA) yang ketiganya memiliki tugas pokok, 
wewenang dan fungsi yang hampir sama yaitu berkaitan dengan 
perlindungan anak. Adanya permasalahan tersebut dapat 
menghambat pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. 
Selain permasalahan tersebut, terdapat ruang lingkup perlindungan 
HAM yang belum mampu dijangkau oleh lembaga-lembaga HAM 
yang ada di Indonesia saat ini, misalnya perlindungan (penjaminan 
hak-hak) terhadap narapidana yang sedang menjalani pemidanaan 
di lembaga pemasyarakatan sementara saat ini banyak terjadi kasus 
kekerasan antarnarapidana dan belum ada lembaga yang secara 
khusus mengawasinya. Adapula konsep proteksi data pribadi 
dimana Indonesia belum memiliki aturan hukum terkait hal 
tersebut.  
Indonesia sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang 
tinggi mendorong pemerintah untuk memperhatikan dan 
mengakomodasi hak-hak warga negara baik dari kaum mayoritas 
maupun minoritas. Namun, pada kenyataannya masih banyak 
terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang berikaitan dengan 
pembedaan mayoritas dan minoritas, khususnya yang menyangkut 
masalah interaksi antarumat beragama seperti penyegelan tempat 
ibadah. Kasus diskriminasi yang berkaitan dengan mayoritas dan 
minoritas di Indonesia saat ini meningkat. Setara Institute mencatat 
selama 2013 lalu terjadi 222 peristiwa di 20 provinsi 
(http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140611_
toleransibergama, diakses pada 28 Juli 2017). Terjadinya kasus 
dominasi mayoritas menunjukkan ketidakmampuan negara dalam 
menghadapi kasus diskriminasi terhadap kaum minoritas. 
Jika dilihat dari sisi kelembagaan masih banyak terdapat lembaga 
negara  nonstruktural yang memiliki fungsi yang saling tumpang 




belum menjamin terpenuhinya jaminan HAM warga negara. Oleh 
karena itu, gagasan yang ingin dibangun dari fakta-fakta tersebut 
adalah untuk mengintegrasikan kewenangan mengenai pengawasan 
terhadap pelayanan publik dan pengawasan terhadap pemenuhan 
HAM dalam satu lembaga yang disebut dengan Ombudsman. 
Dengan mengadopsi model kelembagaan The Parliamentary 
Ombudsman of Finland maka kelembagaan Ombudsman Republik 
Indonesia lebih diperkuat dengan penambahan kewenangan 
mengenai pengawasan terhadap jaminan HAM dengan meleburkan 
fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang sebelumnya telah dimiliki oleh 
lembaga yang memegang amanat untuk mengawasi pelaksanaan 
HAM. Hal tersebut mampu mendorong efektivitas fungsi 
Ombudsman seperti yang telah dilakukan di banyak negara di 
Eropa. 
b. Kekosongan hukum terkait perlindungan atas pelanggaran HAM 
ringan 
Maraknya kasus diskriminasi di Indonesia tidak serta merta 
diiringi dengan kemampuan negara untuk mengatasi atau bahkan 
mencegah terjadinya kasus diskriminasi. Berdasarkan 
perbandingan yang dilakukan antara Ombudsman Republik 
Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman of Finland dapat 
diketahui bahwa masih terdapat beberapa hal yang belum 
tercantum dalam substansi pengaturan hukum positif di Indonesia, 
misalnya: proteksi data pribadi yang mana tujuan dari proteksi data 
pribadi tersebut adalah untuk menjamin keamanan data individu 
yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain.  
Selain hal yang telah dikemukakan di atas, di Finlandia 
melalui The Parliamentary Ombudsman of Finland  ada pula 
pengawasan terhadap pekerja supaya dapat terhindar dari 
diskriminasi di tempat kerja. Hal ini bertolak belakang dengan 




yang pasti mengenai kondisi antidiskriminasi di tempat kerja. Hal 
ini dicerminkan dengan adanya beberapa perusahaan yang pada 
praktiknya dalam menerima maupun memberikan kesempatan 
untuk promosi jabatan masih memperhatikan faktor-faktor lain di 
luar kemampuan pribadi individu, misalnya: suku, agama,  ras, 
golongan. Keadaan yang demikian belum mampu dijangkau oleh 
pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab dalam menjamin 
HAM seluruh warga negaranya. 
C. Peluang, Hambatan dan Implikasi Integrasi Kewenangan 
Ombudsman Republik Indonesia Melalui Studi Komparasi 
Ombudsman Republik Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman 
of Finland 
1. Peluang Integrasi Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia 
Melalui Studi Komparasi Ombudsman Republik Indonesia dan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland 
a. Eksistensi Perwakilan Ombudsman 
Pada struktur organisasi Ombudsman Republik Indonesia 
terdapat sebuah organ yang disebut perwakilan Ombudsman yang 
memiliki fungsi sebagai perwakilan Ombudsman di daerah. 
Meskipun pada beberapa lembaga HAM juga memiliki perwakilan 
di daerah, namun kewenangan yang dimilikinya cenderung terbatas 
atau hanya menangani sektor-sektor tertentu saja, misalnya: 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga memliki perwakilan di 
daerah yang disebut Komisi Perlindungan Anak Daerah. Hal 
tersebut akan lebih baik apabila perwakilan di daerah dapat 
mengawasi pelayanan publik maupun pengawasan terhadap 
jaminan HAM secara terintegrasi. 
b. Efisiensi Anggaran 
Salah satu hal yang dapat menjadi peluang terwujudnya 
integrasi kewenangan lembaga negara adalah dimungkinkan 




lembaga negara dapat menghemat pengeluaran pemerintah dalam 
membiayai lembaga negara. Dengan demikian, anggaran yang 
dimiliki pemerintah dapat dialokasikan untuk hal-hal lain yang 
diperlukan. 
c. Kesesuaian dengan political will  pemerintah 
Secara umum, political will dapat didefinisikan sebagai 
kemauan politik dari negara atau komitmen pemerintah dalam 
menjalankan suatu kebijakan. Salah satu agenda pemerintah adalah 
reformasi birokrasi yang dapat diwujudkan melalui penciptaan 
struktur kelembagaan negara yang “miskin struktur namun kaya 
fungsi”. Salah satu bukti penyederhanaan lembaga negara yang 
telah dilakukan oleh pemerintah adalah pembubaran sembilan 
lembaga negara nonstruktural pada tahun 2016, kesembilan 
lembaga negara itu tidak mutlak dibubarkan namun ada pula yang 
diintegrasikan fungsinya kepada kementerian terkait. Hal tersebut 
cukup mencerminkan bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh 
untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien adalah 
dengan menyederhanakan jumlah lembaga negara. Meskipun pada 
praktiknya, pemerintah belum sepenuhya konsisten dengan agenda 
reformasi birokrasi ini karena masih terdapat kencenderungan 
untuk menciptakan lembaga baru untuk menjalankan kewenangan 
tertentu. 
2. Hambatan Integrasi Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia 
Melalui Studi Komparasi Ombudsman Republik Indonesia dan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland 
Hambatan integrasi kewenangan lembaga negara berkaitan dengan 
perubahan dasar hukum pembentuk lembaga tersebut (dalam 
penelitian ini adalah revisi undang-undang terkait). Perubahan 





3. Implikasi Integrasi Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia 
Melalui Studi Komparasi Ombudsman Republik Indonesia dan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland 
Adanya perbandingan hukum dapat dipergunakan untuk mengatasi 
kelemahan yang terjadi di Indonesia dalam hal ini adalah penataan 
kelembagaan HAM yang saling tumpang tindih fungsi dan tugasnya, 
selain itu juga masih adanya kekosongan hukum untuk menjamin 
HAM warga negara Indonesia dalam konteks terrjadinya pelanggaran 
HAM ringan. Di sisi lain perbandingan hukum dapat menjadi sarana 
pembaharuan hukum maupun restrukturisasi fungsi-fungsi lembaga 
yang ada.  Namun demikian, norma-norma yang diadopsi dari negara 
lain tersebut tidak serta merta dapat diterapkan di Indonesia 
melainkan membutuhkan penyesuaian agar dapat diaplikasikan dan 
sesuai dengan kondisi yang ada. 
Ulasan di bawah ini akan membahas mengenai hal-hal yang timbul 
sebagai konsekuensi logis apabila konsep penataan lembaga 
Ombudsman di Finlandia (The Parliamentary Ombudsman of 
Finland) tersebut diterapkan di Indonesia dalam hal ini ialah 
Ombudsman Republik Indonesia. Hal-hal terebut antara lain: 
a. Revisi Dasar Hukum Pembentukan Lembaga  
Hal ini mutlak diperlukan apabila akan dilakukan integrasi 
kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang bergerak 
dalam bidang HAM dengan kewenangan yang telah dimiliki 
oleh Ombudsman Republik Indonesia karena dalam hal ini 
undang-undang berfungsi sebagai dasar hukum pembentukan 
dan pemberian kewengan kepada lembaga-lembaga tersebut. 
Revisi undang-undang tersebut utamanya ditujukan untuk 
undang-undang yang mengatur tentang Ombudsman Republik 
Indonesia yang berupa penambahan kewenangan terkait 
pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan HAM yang 




beberapa ketentuan yang mengatur tentang  dasar hukum 
pembentukan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan HAM 
perlu dihapus karena kewenangannya telah diintegrasikan 
dengan Ombudsman Republik Indonesia. Integrasi kewenangan 
tersebut tidak mengubah posisi Ombudsman Republik 
Indonesia sebagai lembaga negara nonstruktural namun 
memperluas kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman 
Republik Indonesia. 
b. Penambahan Kewenangan Baru  
Penambahan kewenangan baru adalah salah satu 
konsekuensi logis apabila model Ombudsman Finlandia akan 
diterapkan ke Indonesia. Kewenangan yang perlu ditambahkan 
tersebut merupakan kewenangan Ombudsman untuk menangani 
kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM.  
c. Pembubaran Beberapa Lembaga HAM yang Mengalami 
Peleburan Fungsi dengan Ombudsman Republik Indonesia 
Pembubaran dan peleburan fungsi lembaga HAM tersebut 
merupakan langkah untuk menciptakan birokrasi yang lebih 
efektif dengan jumlah lembaga negara yang berkurang secara 
kuantitas namun meningkat dalam hal kualitas pelayanan 
terhadap masyarakat. Apabila hasil yang diperoleh dari 
perbandingan hukum antara kelembagaan Ombudsman 
Republik Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman of 
Finland tersebut akan diterapkan ke Indonesia maka 
Ombudsman Republik Indonesia tetap merupakan lembaga 
negara nonstruktural yang independen namun memiliki 
kewenangan dan fungsi yang lebih luas yaitu berkaitan dengan 
pengawasan terhadap pelayanan publik dan HAM yang lebih 
menyeluruh. Hal tersebut menunjukkan pentingnya penguatan 
fungsi Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu 




menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. 
Peleburan fungsi dapat dilakukan dengan menggabungkan 
fungsi lembaga negara yang hampir serupa, misalnya lembaga 
yang menangani perlidungan terhadap hak-hak wanita dan anak 
dengan lembaga yang menangani tentang HAM dengan 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 
penulis menyimpulkan sebagai berikut: 
1) Terdapat persamaan dan perbedaan antara kelembagaan Ombudsman 
Republik Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman of Finland. 
Persamaan diantara keduanya meliputi: kewenangan untuk melakukan 
pengawasan terhadap pelayanan publik dan adanya subpeona power, 
sedangkan perbedaan diantara keduanya meliputi: perbedaan latar 
belakang pembentukan lembaga Ombudsman, dasar hukum pembentukan 
Ombudsman, objek pengawasan, mekanisme pengisian jabatan dan lama 
masa jabatan, kekuatan mengikat rekomendasi, hubungan kelembagaan 
dengan lembaga lain, persyaratan akademis anggota, pelaksanaan 
kewenangan pemberantasan korupsi, pelaksanaan kewenangan terhadap 
pengawasan lembaga peradilan. 
2) Urgensi dilakukannya transplantasi hukum terkait penataan kelembagaan 
Ombudsman dari model negara Finlandia ke Indonesia didasarkan karena 
banyaknya lembaga negara nonstruktural di Indonesia dan ada 
permasalahan terkait perlindungan  dan kelembagaan HAM yang berupa 
banyaknya kasus diskriminasi di Indonesia dan tumpang tindih 
kewenangan antarlembaga HAM. Selain itu, ada kekosongan hukum 
terkait perlindungan atas pelanggaran HAM ringan.  
3) Studi perbandingan hukum akan melahirkan gagasan untuk melakukan 
transplantasi hukum. Transplantasi hukum tidak serta merta menerapkan 
hukum negara lain ke Indonesia, namun juga memperhatikan kondisi 
nasional negara yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) faktor yang 
mempengaruhinya yaitu faktor pendukung (peluang) yang dalam hal ini 




anggaran dan keseuaian dengan political will pemerintah. Di sisi lain,  
faktor penghambat (hambatan) yang dalam hal ini adalah lamanya waktu 
dibutuhkan untuk mengubah dasar hukum terkait. Transplantasi hukum 
juga mengandung konsekuensi logis (implikasi) bagi negara yang 
bersangkutan yang dalam hal ini adalah revisi dasar hukum pembentukan 
lembaga, penambahan kewenangan baru,  pembubaran beberapa lembaga 
HAM yang mengalami peleburan fungsi dengan Ombudsman Republik 
Indonesia. 
B. SARAN 
1) Sebagai masukan bagi pemerintah untuk memperkuat fungsi 
Ombudsman Republik Indonesia karena pentingnya posisi 
Ombudsman dalam sebuah negara. Penguatan fungsi tersebut dapat 
dilakukan melalui penambahan kewenangan lembaga Ombudsman. 
2) Sebagai pertimbangan bagi pemerintah untuk memperhatikan dan 
menanggulangi terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM ringan 
(dalam hal ini diskriminasi) yang semakin banyak terjadi melalui 
lembaga pengawas pelayanan publik yang menyeluruh dan 
terintegrasi.  
3) Sebagai masukan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan 
pentingnya dilakukan konsolidasi lembaga negara melalui integrasi 
kewenangan antarlembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang 
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